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“PERBANDINGAN PENYEBAB PERCERAIAN SESUDAH
DAN SEBELUM PANDEMI COVID-19
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Cibinong 2021-2024)”

ABSTRAK

Kafka Nur Farikha
NIM. 1917302124

Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan membandingkan faktor-faktor
penyebab perceraian sebelum dan sesudah pandemi COVID-19 dengan fokus pada
kasus-kasus yang tercatat di Pengadilan Agama Cibinong selama periode 2021
hingga 2024. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada sektor kesehatan
dan ekonomi, tetapi juga membawa pengaruh signifikan terhadap dinamika
kehidupan rumah tangga. Perubahan pola hidup selama masa pandemi, seperti
pembatasan mobilitas, meningkatnya tekanan ekonomi akibat kehilangan
pekerjaan, serta pergeseran peran dalam keluarga, diduga menjadi pemicu
meningkatnya angka perceraian di berbagai wilayah, termasuk Kabupaten Bogor.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Data
primer diperoleh melalui wawancara dengan hakim, panitera, serta pihak-pihak
yang pernah terlibat dalam proses perceraian. Sementara itu, data sekunder
diperoleh dari dokumen resmi perkara perceraian yang diproses di Pengadilan
Agama Cibinong. Analisis dilakukan secara komparatif untuk membedakan pola
penyebab perceraian sebelum dan sesudah masa pandemi. Hasil penelitian
menunjukkan adanya pergeseran signifikan dalam pola penyebab perceraian.
Sebelum pandemi, faktor dominan adalah perselisihan dan pertengkaran terus-
menerus, masalah ekonomi yang bersifat struktural, serta ketidakharmonisan yang
sudah berlangsung lama. Setelah pandemi, terdapat peningkatan tajam pada kasus
perceraian yang disebabkan oleh tekanan ekonomi mendadak, meningkatnya
kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kejenuhan akibat intensitas pertemuan
yang tinggi selama pembatasan sosial, serta meningkatnya beban psikologis dalam
keluarga.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pandemi COVID-19 telah menjadi
katalisator yang mempercepat keretakan rumah tangga yang sebelumnya sudah
rapuh, serta menciptakan konflik baru yang berakar dari tekanan situasional.
Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi instansi
pemerintah, lembaga peradilan, serta lembaga konseling dan perlindungan keluarga
dalam merumuskan strategi pencegahan perceraian di masa-masa krisis. Selain itu,
temuan ini juga menegaskan pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi
dalam membangun rumah tangga yang tahan terhadap tekanan eksternal.

Kata Kunci: perceraian, pandemi COVID-19, dinamika keluarga, Pengadilan
Agama Cibinong, studi komparatif
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini

berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri

Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
. Tidak '
\ Alif . Tidak dilambangkan
dilambangkan

< Ba B Be
< Ta T Te
) _ es (dengan titik
< Sa _

S diatas)
z Jim J Je

ha (dengan titik
« Ha h
dibawah)
z Kha Kh Ka dan ha
3 Dal D De
) . Zet (dengan titik
2 Zal zZ
diatas)

D) Ra r Er
J Zai z Zet

Vi




o Sin s Es

B Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)
Ua Dad d de (dengan titik di bawah)
h Ta t te (dengan titik di bawah)
¥ Za , zet (dengan titik di

bawah)

& ‘ain ‘ Koma terbalik di atas

¢ Gain G Ge

- Fa X Ef

3 Qaf Q Ki

<l Kaf K Ka

J Lam L El

2 Mim M Em

J Nun N En

3 Waw W We

o Ha H Ha

s Hamzah ¢ Apostrof

< Ya y ye
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B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal

tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau

harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
: Fathah A A
- Kasrah I I
2 Dammah U U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan

antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf

sebagai berikut:

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
e Fathah dan ya Ai adanu
) Fathah dan wau Au adanu
Contoh:

3,0
'.)5»
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C. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf
Huruf Arab Nama ‘ Nama
Latin
) Fathah dan alif atau _ o
. A a dan garis di atas
ya
T Kasrah dan ya I 1 dan garis di atas
.5 D}ammah dan wau U u dan garis di atas

Contoh:

D. Ta’ Marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:
1. Ta’ marbutah hidup
Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan
dammah, transliterasinya adalah *“t”.
2. Ta’ marbutah mati
Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya
adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang a/ serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’

marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”.
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Contoh:
- Al Gile 150 p AL
E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah
tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu
huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:
F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu
J, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah
Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai
dengan bunyinya, yaitu huruf “I” diganti dengan huruf yang langsung
mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf gamariya
Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan
dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan
bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis

terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:



G. Hamzah
Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku
bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang

terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah.
Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,
maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang
mengikutinya.
Contoh:
Al
2 ;A R EGEHIRE
o Ll FUL L2

- CEYNNA A b5
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Mereka tidak hanya membutuhkan orang lain untuk bergantung pada
kekuatan mereka sendiri, tetapi juga membutuhkan pendamping. Proses
perkawinan memiliki kemampuan untuk membentuk pendamping hidup tentu
saja, bukan hanya untuk memperoleh seseorang, meskipun harus dilakukan
dengan cara yang sangat mulia. Ini adalah tindakan yang suci dan merupakan
momen penting dalam hidup manusia, baik untuk membangun rumah atau
menghasilkan keturunan. Dengan menikah, manusia dapat memenuhi peran
sosial mereka.

Perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang laki-
laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah
tangga) yang bahagia dan berkelanjutan berdasarkan Ketuhanan yang Maha
Esa, menurut Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, di
mana Ayat 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan
menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan, dan Ayat 2
menyatakan bahwa perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-
undangan.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan didefinisikan
sebagai akad yang kuat (mitssaqan ghalidzan) untuk mengikuti perintah Allah
dan dilakukan sebagai ibadah dengan tujuan membangun rumah tangga yang
sakinah, mawaddah, dan rahmah. Setiap orang yang menikah menginginkan

rumah tangga yang bahagia, abadi, dan sejahtera, sesuai dengan tujuan yang



tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan. Tetapi tidak semua orang
memiliki kemampuan untuk membentuk keluarga yang ideal, dan perkawinan
yang mulia tidak selalu menjadi tujuan yang dapat dicapai. Ini menunjukkan
bahwa hubungan pernikahan telah berakhir.!

Perkawinan dan perceraian adalah dua hal penting dalam kehidupan
manusia, menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan; tidak ada perceraian
yang tidak dimulai dengan perkawinan, dan perceraian tidak dapat
memisahkan perkawinan. Jika tujuan perkawinan tidak tercapai, perceraian
adalah pilihan terakhir. Jika tidak, perceraian tidak boleh dilakukan kecuali ada
alasan yang jelas.

Perceraian pada dasarnya berarti putus hubungan perkawinan setelah
hakim memutuskan tuntutan salah satu atau kedua belah pihak. Menurut
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, "perceraian hanya dapat
dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha
mendamaikan kedua belah pihak dan tidak berhasil." Ini jelas merupakan
akibat dari faktor-faktor yang mendorong perceraian.

Karena virus baru COVID-19 menyebar dengan cepat di seluruh dunia,
World Health Organization mengumumkan pandemi COVID-19 pada akhir
2019. Untuk mempercepat pengendaliannya, Peraturan Pemerintah nomor 21

Tahun 2020 menetapkan pembatasan sosial yang signifikan. Melalui

' Lia Kurniawati, Siti Nurrochmah, and Septa Katmawanti, “Hubungan Antara Tingkat
Pendidikan, Status Pekerjaan Dan Tingkat Pendapatan Dengan Usia Perkawinan Pertama Wanita,”
Preventia: The Indonesian Journal of Public Health 2, no. 1 (2017): Hal 3.



pendidikan, pekerjaan, dan beribadah di rumah, sosial distancing harus
diterapkan.?

Tidak ada yang tahu mengapa ada inflasi yang signifikan di awal tahun
2020. Ini dimulai pada hari terakhir tahun 2019 ketika China memberi tahu
World Health Organization (WHO) bahwa di suatu wilayah di Kota Wuhan,
Provinsi Hubei, China, 44 orang didiagnosis menderita pneumonia berat. Pasar
basah yang menjual ikan dan hewan laut adalah teori awal tentang
penyebarannya. Pada 10 Januari 2020, virus corona baru ditemukan karena
meningkatnya kasus. Salah satu cara virus corona dapat menyebar dengan
cepat adalah berinteraksi langsung dengan orang lain. Akibatnya, pemerintah
negara tertentu bertanggung jawab untuk membuat Keputusan.?

Pemerintah Indonesia menggunakan istilah-istilah seperti pembatasan
sosial berskala besar (PSBB), pembatasan sosial berskala lokal (PSBL), dan
pembatasan sosial berskala besar (PSBB transisi) saat beberapa negara di
Eropa seperti Perancis, Jerman, dan Italia menerapkan lockdown atau
pembatasan wilayah total untuk mencegah penyebaran COVID-19.*

Kebijakan pandemi berdampak pada ekonomi. Pendapatan dan
pengeluaran ekonomi rumah tangga telah diubah oleh pandemi COVID-19,
dan sektor ekonomi di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah mengalami

penurunan. Akibatnya, kehidupan rumah tangga tidak jarang kehilangan

2 Daud, “Social Distancing Dan Budaya Kita, Dalam Buku Pandemik Covid-19: Persoalan Dan
Refleksi Di Indonesia,” Yayasan Kita Menulis, 2020, Hal 40.

3 Diah Handayani et al., “Penyakit Virus Corona 2019,” JURNALRESPIROLOGI
INDONESIA 40, no. 2 (2020): Hal 120.

4 Ahmad Gelora Mahardika and Rizky Saputra, “Kedudukan Hukum Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,” Jurnal Hukum Dan Perundang-
Undangan 1, no. 1 (2021): Hal 2.



keseimbangan. Pandemi menyebabkan banyak keluarga menghadapi shock
ekonomi atau guncangan yang mengejutkan, yang membuatnya sulit untuk
memenuhi kebutuhan hidup dan bahkan menyebabkan banyak perceraian.
Banyak peristiwa terjadi tanpa diduga dan berdampak pada uang dan
kesejahteraan rumah tangga. Beberapa contohnya adalah pembatasan sosial
yang dibuat oleh pemerintah, seperti karantina.

Secara positif, kebijakan dapat menghentikan mata rantai penyebaran
virus dan mengurangi jumlah orang yang terpapar virus. Sebaliknya, kebijakan
membatasi mobilitas masyarakat dan mempersulit kebutuhan hidup. Orang-
orang diminta untuk tetap di rumah setiap hari karena virus COVID-19. Ini
karena mereka harus melakukan karantina mandiri dan sosial distancing.
Kebijakan pemerintah tentang pembatasan sosial yang signifikan untuk
menjaga kesehatan keluarga selama pandemi COVID-19 menyebabkan
peningkatan jumlah perceraian, yang disebabkan oleh para pencari nafkah yang
kehilangan pekerjaan mereka selama pandemi dan tidak menerima kompensasi
karenanya. Karena alasan ekonomi ini, perceraian secara teratur menjadi
masalah yang cukup penting untuk dibahas. Uang bukan segalanya dalam
kehidupan rumah tangga, tetapi kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan
dasar kehidupan rumah tangga.’

Faktor utama yang menyebabkan perceraian adalah pendapat yang
berbeda, pertengkaran, percekcokan, dan perselisihan, terutama selama

pandemi saat ini Rasa pertengkaran ini menghilangkan rasa cinta dan kasih

5 Fenni Febiana, “Perceraian Dengan Alasan Ekonomi Perspektif Magqashid Syariah,” Journal
Equitable 99 3, no. 1 (2018): Hal 101.



sayang. berkelanjutan menyebabkan ketidakpercayaan, yang pada gilirannya
menyebabkan perceraian.

Rumah tangga yang awalnya makmur sekarang runtuh karena pandemi
menyebabkan banyak perceraian dan salah satu pilarnya rusak. Pandemi
COVID-19 menyebar dengan cepat dan tiba-tiba, memengaruhi banyak hal,
termasuk ekonomi. Penulis menulis tulisan ini untuk mengetahui bagaimana
pandemi dapat berdampak pada perceraian keluarga.

Perkawinan adalah hubungan pribadi antara seorang pria dan seorang
wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.
Perkawinan utuk dianjurkan untuk setiap laki-laki dan perempuan dalam
agama Islam sebagai separoh ibadah dunia. Dengan semua keistimewaan itu,
Islam menekankan perkawinan sebagai hal yang sangat penting.°

Namun, pergeseran norma sosial masyarakat menyebabkan tingkat
perceraian meningkat. Di masyarakat, pasangan suami istri yang bercerai untuk
menyelesaikan masalah rumah tangga telah muncul. Di masa lalu, perceraian
dalam perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan
tidak pantas dilakukan, tetapi sekarang ini adalah hal yang biasa di masyarakat.
Jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Cibinong dari Januari hingga
Agustus 2019 meningkat. Secara keseluruhan, tercatat 19.967 kasus
perceraian, dengan 15.381 kasus di mana pihak istri bertanggung jawab dan

4.586 kasus di mana pihak suami bertanggung jawab.’

¢ Wannimaq Habsul, Perkawinan Terselubung Di Antara Berbagai Pandangan (Jakarta: PT.
Golden Terayon Press, 1994).
7 “Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cibinong,”



Poligami, perzinaan, mabuk, tanggung jawab yang tidak ada, murtad,
gangguan pihak ketiga, dan ketidakharmonisan adalah beberapa penyebab
umum perceraian. Selain itu, hal ini terjadi Menurut Laporan Tahunan
Pengadilan Agama Cibinong 2019, penyebab perceraian paling umum adalah
ketidaksepakatan keuangan.®

Semua orang bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan
kebahagiaan keluarga mereka karena perkawinan adalah ikatan suci. Menurut
Pasal 1320 KUHPerdata adalah syarat sah perjanjian karena perdata adalah
kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang dibenarkan.

Ada saat ketika hasil perkawinan tidak sesuai dengan harapan. Ini
disebabkan oleh fakta bahwa masing-masing pihak tidak memahami posisi,
hak, dan kewajiban mereka. Hanya satu pihak yang dapat melakukan kekerasan
fisik dan psikologis, yang dapat menyebabkan gangguan yang bertahan lama.
Perceraian adalah pilihan terbaik jika cinta hancur dan perkawinan menjadi
berbahaya. Perceraian termasuk dalam bidang hukum perkawinan karena
merupakan bagian dari hukum perdata. Perceraian di depan pengadilan hanya
dapat dilakukan dalam kasus tertentu. Perceraian dapat terjadi karena gugatan
atau talak. Cerai gugat dan cerai talak adalah dua jenis perceraian yang berbeda.

Peradilan agama hanya menggunakan istilah "cerai talak" untuk
membedakan pihak yang mengajukan cerai, menurut Pasal 114 Kompilasi
Hukum Islam. Putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dapat

terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

8 Pengadilan Agama Cibinong, “Kumpulan Laporan Bulanan,” LI.PA 10 (Bogor, 2019).



Salah satu faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan penduduk
adalah proses kelahiran. adalah proses perkawinan dan perceraian yang terjadi
di suatu tempat. Salah satu masalah yang signifikan adalah bahwa ada banyak
alasan untuk perceraian. Ini terutama terjadi selama pandemi, seperti yang
terjadi sekarang. Virus corona telah mengubah banyak aspek kehidupan
pernikahan. Setelah pemerintah memberlakukan lockdown atau pembatasan
kegiatan keluar rumah secara menyeluruh atau semua aktivitas yang dapat
menyebabkan kerumunan atau perkumpulan dihentikan. Bekerja, sekolah, dan
penutupan restoran dan bisnis adalah contohnya. Semua kegiatan dilakukan di
rumah. Keluar dari rumah hanya jika ada kebutuhan mendesak.

Hampir setiap hari orang berkumpul dengan pasangannya selama
karantina. Mereka bertengkar dan berselisih karena bosan, yang akhirnya
menyebabkan perceraian. Selama pandemi ini, pemerintah memberlakukan
pembatasan sosial berskala besar (PSBB), yang dapat menyebabkan
perceraian. Ini pasti akan berdampak pada ekonomi keluarga karena ada
sumber daya yang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Perceraian merupakan salah satu persoalan hukum dan sosial yang
mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam
sistem hukum Indonesia, perceraian diatur sebagai upaya terakhir apabila
hubungan suami istri tidak dapat dipertahankan lagi.’

Fenomena ini tidak hanya menyangkut permasalahan pribadi antara dua

individu, tetapi juga mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi

® Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 ayat (1).



dalam masyarakat. Perceraian menjadi indikator dari ketidakstabilan rumah
tangga yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti perselisihan terus-
menerus, masalah ekonomi, ketidakharmonisan, kekerasan dalam rumah
tangga (KDRT), hingga ketidakhadiran salah satu pihak.'°

Pandemi COVID-19 yang mulai merebak sejak awal tahun 2020 telah
membawa dampak luar biasa dalam kehidupan sosial masyarakat, termasuk
dalam ranah rumah tangga. Kebijakan pembatasan sosial, penerapan sistem
kerja dari rumah (Work From Home), penurunan pendapatan, hingga
pemutusan hubungan kerja menyebabkan tekanan ekonomi dan psikologis
yang besar bagi sebagian besar keluarga.'!

Kondisi ini memperbesar potensi konflik antar pasangan, terutama ketika
intensitas pertemuan meningkat namun tanpa diiringi dengan manajemen
konflik yang baik. Di sisi lain, data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia
menunjukkan adanya peningkatan perkara perceraian yang cukup signifikan
selama dan setelah pandemi.'?

Hal ini juga tercermin dalam data Pengadilan Agama Cibinong, di mana
jumlah perkara perceraian pada periode 2021-2024 mengalami fluktuasi
dengan kecenderungan peningkatan, terutama pada tahun 2021 dan

2022."Data dari Mahkamah Agung Republik Indonesia juga menunjukkan

19 Soelaiman, M. (2017). Hukum Perkawinan Islam di Indonesia. Jakarta: Kencana, hlm. 112—

113.

"' Yuliana, H. (2020). “Corona Virus Diseases (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur,” Jurnal
Saintek, Vol. 12 No. 1, hlm. 45-54.

12 Mahkamah Agung RI. (2023). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2022. Jakarta: MA RI, him. 85.

13 Data Perkara Perceraian Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021-2024, diakses melalui
https://cibinong.pa.go.id pada 10 Juli 2025.



adanya peningkatan perkara perceraian yang cukup signifikan selama dan
setelah pandemi.'*

Hal ini juga tercermin dalam data Pengadilan Agama Cibinong, di mana
jumlah perkara perceraian pada periode 2021-2024 mengalami fluktuasi
dengan kecenderungan peningkatan, terutama pada tahun 2021 dan
2022."5Lebih jauh, kondisi pandemi mendorong perubahan pola perilaku dalam
rumah tangga. Interaksi yang intens tanpa dukungan komunikasi yang sehat
justru menjadi pemicu pertengkaran. Beberapa pasangan mengeluhkan
meningkatnya tekanan mental akibat tumpang tindih peran domestik dan
profesional selama pandemi.!®

Di sisi lain, pandemi juga mempercepat pergeseran nilai dalam institusi
perkawinan, termasuk meningkatnya kesadaran individu untuk mengakhiri
hubungan yang dianggap tidak sehat secara emosional maupun ekonomi.!’

B. Definisi Operasional
Definisi operasional digunakan untuk menghindari kesalahan pahaman
dan perbedaan penafsiran yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul
skripsi. sesuai dengan judul penelitian yaitu:
1. Perceraian

Penulis berpendapat bahwa perceraian adalah penghapusan

perkawinan, baik melalui keputusan hakim atau tuntutan suami dan istri.

4 Mahkamah Agung RI. (2023). Laporan Tahunan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Tahun 2022. Jakarta: MA RI, hlm. 85.

15 ibid

16 Kurniasari, N. (2021). "Perubahan Dinamika Keluarga Akibat Pandemi," Jurnal Psikologi
Sosial, Vol. 9 No. 2, hlm. 130-138.

17 Fitriani, D. (2022). "Redefinisi Hubungan Rumah Tangga Pascapandemi," Jurnal Ilmu Sosial
dan Humaniora, Vol. 6 No. 1, hlm. 44-52.



10

Menurut Pasal 38 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 dan
Pasal 133 Bab XVI Kompilasi Hukum Islam, "perkawinan dapat diputus
karena kematian, perceraian, atau keputusan pengadilan, atau karena talak
yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya, atau perceraian antara
keduanya, atau kematian salah satu pihak dan putusnya.'® Adalah putusnya
hubungan pernikahan antara suami dan istri berdasarkan putusan pengadilan
yang telah berkekuatan hukum tetap.'’

Dalam hukum Islam, perceraian disebut dengan talaq, yaitu
pernyataan suami untuk mengakhiri ikatan pernikahan dengan istrinya
secara sah menurut syariat. Hukum perceraian dalam Islam pada dasarnya
mubah (diperbolehkan), namun merupakan perbuatan yang tidak disukai
Allah, kecuali apabila pernikahan tidak lagi bisa dipertahankan.?’

2. Sebelum Pandemi

Mengacu pada waktu sebelum Maret 2020, yaitu saat pandemi

COVID-19 belum diumumkan secara resmi di Indonesia.
3. Sesudah Pandemi

Mengacu pada periode setelah pandemi dinyatakan melandai di
Indonesia, yakni tahun 2021 hingga 2024 sesuai data dari Kementerian
Kesehatan.?!

4. Penyebab Perceraian

18 Keharusan Perceraian Dipengadilan Agama,” n.d., https://pa-pulangpisau.go.id/.

19 Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

20 Al-Syirazi, Abu Ishaq. (1995). Al-Muhadzdzab fi Figh al-Imam al-Syafi'i, Juz II. Beirut: Dar
al-Fikr, hlm. 62. Lihat juga: Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2002). Raudhatut Thalibin, Jilid 7.
Beirut: Dar al-Fikr, hlm. 73-74.

2! Kementerian Kesehatan RI. (2023). Laporan Situasi COVID-19 Nasional. Jakarta: Kemenkes.
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Adalah alasan-alasan yang diajukan oleh salah satu atau kedua
pihak dalam permohonan perceraian, seperti perselisihan, masalah ekonomi,

22 Dalam

kekerasan, ketidakharmonisan, atau ketidakhadiran pasangan.
Islam, penyebab perceraian dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu alasan
syar’i seperti syiqaq (perselisihan berat) dan dharar (kemudaratan), serta
alasan sosial-kultural.?®
5. Pandemi COVID-19
Wabah penyakit menular yang disebabkan oleh virus SARS-CoV2
dan memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat secara global,
termasuk kehidupan rumah tangga.**
6. Pengadilan Agama Cibinong
Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung RI yang
berwenang menangani perkara perdata di bidang hukum keluarga Islam di
wilayah Cibinong dan sekitarnya.?
7. Hukum Islam
Dalam perspektif hukum Islam, perceraian (talaq) merupakan jalan

terakhir ketika tidak ada lagi solusi damai atau rekonsiliasi antara suami dan

istri. Secara prinsip, hukum perceraian adalah mubah (boleh), namun makruh

22 Badilag Mahkamah Agung. (2020). Pedoman Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara
di Pengadilan Agama. Jakarta: MA RI.

2 Zuhaily, Wahbah. (2007). Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII. Damaskus: Dar al-Fikr,
hlm. 528-531.

24 WHO. (2020). Coronavirus disease (COVID-19) pandemic. Diakses dari
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019.

25 Pengadilan Agama Cibinong. (2023). Profil Pengadilan Agama Cibinong. Diakses dari
https://cibinong.pa.go.id.
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jika dilakukan tanpa alasan yang syar’i, karena pernikahan merupakan ikatan
suci yang dijaga oleh syariat.?¢
a. Sebelum Pandemi COVID-19

Sebelum pandemi, penyebab perceraian yang umum terjadi di

Pengadilan Agama Cibinong lebih banyak disebabkan oleh:

1) Ketidakharmonisan

2) Perselingkuhan

3) Masalah ekonomi kronis

4) Campur tangan pihak ketiga (mertua atau keluarga)

Dalam hukum Islam, alasan seperti syiqaq (pertengkaran terus-menerus),
nushiiz (pembangkangan pasangan), atau dharar (mudarat berat yang
ditimbulkan salah satu pihak) adalah alasan yang dibenarkan untuk bercerai
jika telah melalui proses musyawarah atau tahkim (mediasi keluarga).?’

b. Sesudah Pandemi COVID-19
Setelah pandemi, penyebab perceraian mengalami pergeseran.
Berdasarkan data perkara dari 2021-2024 di PA Cibinong, banyak
perceraian terjadi akibat:
1) Tekanan ekonomi mendadak
2) Stres karena pengangguran atau PHK
3) Meningkatnya kekerasan dalam rumah tangga

4)Kurangnya komunikasi karena aktivitas daring dan jarak sosial

26 Al-Nawawi, Yahya bin Syaraf. (2002). Raudhatut Thalibin, Jilid 7. Beirut: Dar al-Fikr, hlm.
73-74.

27 Zuhaily, Wahbah. (2007). Al-Figh al-Islami wa Adillatuhu, Jilid VII. Damaskus: Dar al-
Fikr, hlm. 528-531.
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Secara hukum Islam, kondisi yang muncul akibat pandemi termasuk
dalam kategori al-‘udzr al-shar’1 (alasan syar’i yang tidak disengaja) dan
keterpaksaan sosial yang bisa menjadi dasar diperbolehkannya cerai.
Misalnya, jika suami tidak mampu memberikan nafkah selama waktu yang
lama tanpa solusi, istri berhak mengajukan cerai (khulu’ atau fasakh).?®
Keseimbangan antara Hukum dan Realitas Sosial

Islam memerintahkan penyelesaian perselisihan dengan musyawarah
(sulh) dan mediasi terlebih dahulu. Namun jika tidak ditemukan titik temu,
maka perceraian diperbolehkan sebagai jalan keluar dari kemudaratan.
Dalam kondisi pandemi, hukum Islam fleksibel dan memperhatikan

maslahat (kemaslahatan), termasuk dalam hal pertimbangan perceraian.*’

28 Al-Kasani, Alauddin. (2000). Bada’i al-Sana’i fi Tartib al-Shara’i, Juz 3. Beirut: Dar al-
Kutub al-‘Ilmiyyah, hlm. 137.

2 Asy-Syaukani, Muhammad bin Ali. (1993). Nailul Authar, Juz 6. Riyadh: Dar Ibn Hazm,
hlm. 248-250.
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C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat dirumuskan masalah

tentang penelitian ini yaitu

1.

Apa saja penyebab perceraian yang terjadi sebelum pandemi COVID-19 di
Pengadilan Agama Cibinong?
Apa saja penyebab perceraian yang terjadi setelah pandemi COVID-19 di

Pengadilan Agama Cibinong?

. Bagaimana perbandingan penyebab perceraian sebelum dan sesudah

pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Cibinong ditinjau dari perspektif

hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

1.

Untuk mengetahui penyebab perceraian sebelum pandemi COVID-19 di
Pengadilan Agama Cibinong.
Untuk mengetahui penyebab perceraian setelah pandemi COVID-19 di

Pengadilan Agama Cibinong.

. Untuk menganalisis perbandingan penyebab perceraian sebelum dan

sesudah pandemi COVID-19 ditinjau dari perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik

secara teortis, praktis maupun akademis, manfaat yang diperoleh dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

. Manfaat Teoritis:

a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian ilmu hukum

Islam, khususnya dalam bidang hukum keluarga dan perceraian.
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b. Menjadi referensi akademik dalam memahami dinamika perceraian
yang dipengaruhi oleh situasi sosial dan ekonomi seperti pandemi
COVID-19.

2. Manfaat Praktis:
a. Bagi Pengadilan Agama
Memberikan masukan bagi lembaga peradilan agama dalam
menangani perkara perceraian yang dipengaruhi oleh faktor
situasional seperti pandemi.
b. Bagi masyarakat
Meningkatkan pemahaman hukum Islam mengenai alasan yang
sah dalam perceraian serta pentingnya menyelesaikan konflik rumah
tangga secara bijak.
c. Bagi peneliti selanjutnya
Memberikan dasar dan arah untuk penelitian lebih lanjut
mengenai dinamika penyebab perceraian dalam berbagai konteks
sosial.
F. Kajian Pustaka
Dalam Kajian Pustaka merupakan sebuah deskripsi ringkas tentang
kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan oleh seseorang terdahulu
yang membahas seputar masalah yang diteliti, relevansinya dengan judul
skripsi yaitu:
Pertama, Skripsi yang berjudul Siti Nurjanah (2021), "Analisis
Penyebab Perceraian Selama Pandemi COVID-19", Universitas Islam Negeri

Jakarta. Penelitian ini memfokuskan pada dampak pandemi terhadap



16

meningkatnya angka perceraian, namun tidak membandingkan dengan masa
sebelum pandemi.

Kedua, Skripsi yang berjudul Rudi Hartono (2019), "Faktor Penyebab
Perceraian di Pengadilan Agama Bandung", Universitas Padjadjaran. Kajian
ini memberikan gambaran umum faktor perceraian sebelum pandemi, tanpa
memperhatikan aspek kondisi darurat seperti COVID-19. Persamaan skripsi
tersebut dengan skripsi ini adalah membahas tentang faktor-faktor penyebab
perceraian. Perbedaannya adalah dalam skripsi tersebut tidak membahas
tentang tingkat perceraian pada masa pandemi covid-19. Sedangkan skripsi ini
menerangkan tingkat perceraian pada masa pandemi covid-19 dan
perbandingan bagaimana tingkat perceraian sebelum pandemi covid-19.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar isi dari penelitian ini terdiri dari 5 bab, dimana dalam
setiap bab terdapat sub-sub pembahasan yaitu:

BAB [: Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, definisi
operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian
Pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II: Menjelaskan uraian tentang landasan teori yang relevan dan
terkait dengan judul sripsi Penyebab Perceraian Pasca Pandemi Covid-19
(Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Cibinong), yaitu Pengertian
Tentang Perceraian, Bentuk-bentuk Perceraian, Akibat hukum perceraian,
Pengertian pandemi covid-19, Pengertian Hukum Islam.

BAB III: Bab yang membahas secara rinci metode penelitian yang akan

digunakan peneliti mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian,



17

lokasi penelitian, sumber data, pendekatan penelitian, metode pengumpulan
data, dan metode analisis data yang digunakan penelti dalam proses penelitian.

BAB 1V: Berisi hasil dan pembahasan mengenai hasil dan juga
pembahsan dari ringkasan dari rumusan masalah yaitu:

BAB V: Penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan dalam
bab ini merupakan pernyataan singkat terkait dengan hasil penelitian yang
dilakukan oleh peneliti untuk menjawab rumusan masalah yang ditetapkan.
Saran merupakan suatu pendapat atau usulan serta anjuran kepada pihak-pihak
yang terkait atau pihak yang memiliki kewenangan lebih terhadap tema yang
diteliti demi kebaikan Masyarakat, dan usulan atau anjuran untuk penelitian
berikutnya dimasa-masa mendatang. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil

analisis yang sudah dijabarkan pada bab sebelumnya.



BAB 11

KAJIAN TEORI

A. Dasar Hukum Perceraian

1.

Pengertian Perceraian

Perceraian merupakan salah satu bentuk pemutusan hubungan
perkawinan antara suami dan istri yang sah secara hukum. Dalam konteks
hukum Islam, perceraian dikenal dengan istilah talaq bagi suami dan khulu’
bagi istri. Perceraian dapat terjadi karena berbagai sebab, baik yang berasal
dari dalam maupun luar rumah tangga. Menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan
sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.*

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 115 disebutkan
bahwa "Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan
setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak."*"Hal ini menunjukkan bahwa perceraian
bukanlah pilihan pertama dalam menyelesaikan konflik rumah tangga,

melainkan upaya terakhir ketika tidak ditemukan jalan damai.

30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 39 Ayat (1).
31 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Pasal 115.

18
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2. Dasar Hukum Perceraian
Dasar hukum perceraian sebagaimana tertuang didalam Al-Qur’an Surah

At-Talaq Ayat 1
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Artinya, "Hai Nabi, apabila kamu menceraikan isterimu, maka janganlah
kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan
keluar kecuali mereka melakukan perbuatan keji yang terang-terangan.
Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa yang melanggarnya, maka
sesungguhnya dia telah bunuh diri." Jika Anda memutuskan untuk
menceraikan pasangan Anda, maka pasangan Anda harus diceraikan segera
setelah mereka dapat melakukan iddahnya.

Namun, ada sejumlah masalah yang dapat menyebabkan perceraian
dan konflik pendapat. Perselingkuhan, kurangnya pendidikan suami istri,
perselisihan dan pertengkaran terus menerus, kekerasan seksual, dan
kurangnya pendidikan kedua mempelai adalah beberapa penyebab
perceraian. Kemungkinan konflik dan perceraian meningkat karena mereka
tidak memiliki pengalaman dan pengetahuan yang diperlukan untuk
menjalani kehidupan rumah tangga.

Menurut Pasal 39 UU Nomor 1 tahun 1974, perceraian hanya dapat
dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan telah berusaha
mendamaikan kedua belah pihak. Menurut Wahyu Ernaningsih dan Putu
Samawati, karena perceraian adalah masalah pribadi, masing-masing pihak
seharusnya melakukannya sendiri. Selain itu, mereka berpendapat bahwa

suami harus memiliki kepastian hukum dan tidak bertindak sewenang-
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wenang karena suami biasanya adalah pihak yang paling berkuasa dalam
keluarga.®

Selain itu, Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menyatakan
bahwa ketentuan yang menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di
depan pengadilan berlaku untuk seluruh warga negara Indonesia, termasuk
mereka yang beragama Islam. Mereka menyatakan bahwa meskipun hukum
Islam pada dasarnya tidak mengharuskan perceraian di depan pengadilan,
ketentuan ini memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak dan karena
itu sesuai dengan asas yang ada dalam hukum positif. Namun, hal-hal seperti

perceraian tidak diatur oleh Undang-Undang Perkawinan.

32 Dr.Muhammad Syaifudin Dkk, HUKUM PERCERAIAN (Jakarta Timur: Sinar Grafika,

2014).
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3. Perceraian Menurut Hukum Agama Selain Islam

Tercantum dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun
1975, yang mengatur perceraian yang diajukan oleh pasangan suami atau
istri sendiri ke Pengadilan Negeri (Pasal 20 dan Pasal 34 ayat (2) PP No.
9 Tahun 1975).

Figih menjelaskan tentang perceraian yang disebut "Talaq" atau
"Furgah". Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, dan
Furqah berarti bercerai, yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Talaq
dan furgah memiliki arti umum dan khusus. sementara dalam arti khusus
berarti perceraian yang dilakukan oleh pihak suami, yang diputuskan oleh
hakim, dalam arti umum berarti segala macam perceraian yang dilakukan
oleh suami.*?

B. Bentuk Bentuk Perceraian
Beberapa Jenis Perceraian Menurut Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah
SAW, "Syarah al-Kabir" menyebutkan lima jenis perceraian:

a. Dalam kasus syiqaq, perceraian menjadi harus dilakukan.

b. Perceraian adalah hal halal yang paling dimurkai Allah, sehingga jika
dapat dicegah, hukumnya makruh dan masih ada kemungkinan untuk
perdamaian.

c. Jika diperlukan, ia menjadi mubah dan dapat mengancam kelangsungan
perkawinan jika istri yang tidak bermoral (su'ul khuluq al-ayo'ah).

d. Jika istri berbuat serong atau berzina, hukumnya mandub.

e. Perceraian dilakukan pada saat-saat datang bulan.>*
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Menurut Ahmad Rofiq, ada empat kemungkinan dalam kehidupan

rumah tangga yang dapat menyebabkan keinginan untuk memutuskan

perkawinan:
a. Istri melakukan nusyuz
b. Suami melakukan nusyuz.
c. Terjadinya perselisihan atau percekcokan di antara pasangan (syiqaq)
d. Terjadinya salah satu pihak melakukan zina atau fakhisyah, menyebabkan

tuduhan antara keduanya.*

Jenis perceraian yang menyebabkan putusnya perkawinan yang diatur

dalam hukum Islam dapat dijelaskan sebagai berikut: cerai talak dan cerai gugat

yang diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 Tahun 1975.

1. Talak

"Talak" dan "bebas" secara harfiah berarti "lepas", dan keduanya mengacu

pada putusnya perkawinan karena keduanya lepas atau bebas. Para ulama telah

memberikan berbagai definisi talak secara terminologis, tetapi semua definisi

menunjukkan hal yang sama: melepaskan ikatan pernikahan dengan

menggunakan kata "talak" atau bentuk serupa.’®

Menurut Abdul Ghofur Anshori, hukum Islam hanya memberikan hak

talak kepada suami untuk mengurangi tingkat perceraian jika istri, yang

biasanya bertindak emosi, memiliki hak tersebut.

3 SUMIYATI, Hukum Pekawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan (UU No. 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan), Cet. 1 (Yogyakarta Liberty 1982, n.d.).

34 Abdul Rahman, Perkawinan Dalam Syariat Islam (Jakarta: Rineka Cipta Karya, 1996).

35 Ahmad Rofiq, Dalam Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional
(Jakarta: Kencana Prenada Media, 2008).

3¢ Abdul Ghofur Anshori, Hukum Perkawinan Islam (Perspektif Figih Dan Hukum Positif)
(Yogyakarta: UII Press, 2011).
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Kamal Muchtar menyatakan bahwa ada sejumlah alasan mengapa
hukum Islam memberikan hak talak kepada suami:

a.  Suami harus membayar mahar kepada istrinya dan menerima ijab dari
istrinya pada hari akad nikah.

b. Disarankan agar suami membayar uang mut'ah, yang diberikan secara
sukarela kepada istrinya setelah mentalaknya.

c.  Suami harus memberikan natkah kepada istrinya selama perkawinan dan
selama masa iddah. Dalam Al-Qur'an dan Hadis, perintah mentalak
sebagian besar ditujukan kepada suami.Perintah mentalak dalam Al-
Qur'an dan Hadis sebagian besar ditujukan kepada suami.

2. Syiqaq,

Muhammad Thalib menyatakan bahwa metode penyelesaian syiqaq
menunjukkan bahwa pasangan dan anggota keluarganya bertanggung jawab
untuk menyelesaikannya, seperti yang difirmankan Allah dalam ayat 35 surah
An-Nisa'. Muslim yang mendengar masalah mereka harus mencoba
memperbaiki hubungan mereka. Jika mereka tidak melakukannya, mereka
harus berusaha. Suami terkadang tegas, terkadang tidak.

Pasangan harus menyelesaikan masalah dengan cara yang paling
mudah, seperti yang disebutkan dalam surat An-Nisa' ayat 4 ayat 35: Jika
Anda khawatir tentang konflik di antara mereka, Anda harus menghubungi
hakim dari pihak mereka sendiri dan hakim dari pihak mereka sendiri. Allah

adalah yang terbaik, dan Dia akan membalas niat baik mereka.
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Artinya: Kirim seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari
keluarga perempuan jika Anda khawatir ada konflik antara mereka. Jika
pasangan hakam ingin memperbaiki diri, Allah akan memberi mereka taufik.

Allah adalah Tuhan yang tidak hanya Maha Mengetahui tetapi juga Maha
Mengetahui.

3. Khulu
Menurut Abdul Ghofur, kata "khulu", yang terdiri dari lafadz "khalaga",

secara etimologi berarti menanggalkan atau membuka pakaian, dikaitkan

dengan perkawinan karena ada dalam surah Al-Baqarah (2) ayat 187.
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Artinya : Anda dapat bercampur dengan pasangan Anda pada malam bulan
puasa karena keduanya berpakaian sama. Karena Dia menyadari bahwa nafsu
Anda tidak dapat ditundukkan, Allah mengampuni dan memaatkan Anda.
Sekarang Anda perlu menggabungkan mereka dan mengikuti apa yang telah
ditetapkan untuk Anda oleh Allah. Anda harus berpuasa sampai malam setelah
makan dan minumlah sampai fajar, saat benang putih dari benang hitam
menjadi terang untuk Anda. Namun, berhati-hatilah untuk tidak terlibat
dengan mereka saat beri'tikaf di mesjid. Allah mengatakan bahwa Anda tidak
boleh mendekati dia. Dengan cara ini, Allah menunjukkan keinginan-Nya
untuk mendorong manusia untuk bertakwa.

Ayat diatas disebutkan sebagai pakaian suaminya, dan pakaian istrinya;
penggunaan istilah "khulu" untuk memutuskan perkawinan karena istri mencoba

menanggalkan pakaian suaminya; dalam beberapa kitab fikih, istilah "khulu" atau
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"talak" digunakan untuk menggambarkan menggunakan uang tebusan untuk putus
perkawinan; namun, karena "khulu" mengacu pada uang tebusan, ganti rugi, atau
"iwadh".
4. Fasakh
"Fasakh" berasal dari kata "mengakhiri perkawinan", menurut
etimologinya. Kemudian, dalam istilah, "fasakh" berarti Pengadilan Agama
membatalkan ikatan pernikahan karena alasan yang dapat diterima oleh
Pengadilan Agama atau karena pernikahan. melanggar undang-undang
pernikahan secara tidak sengaja.

Hak fasakh untuk suami dan istri karena penyakit atau cacat adalah hasil
dari hadis Ibnu 'Umar bin Al-Khatab, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi.
Setelah menyaksikan bahwa bagian lambungnya berwarna putih, Rasulullah
SAW menikah dengan seorang wanita dari Bani Ghifar. Pada dasarnya, fasakh
tidak disuruh atau dilarang; namun, dalam beberapa situasi dan bentuk, itu bisa
menjadi wajib jika pasangan tidak memenuhi syaratnya.

5. Fahisah
Misalnya, surah An-Nisa' ayat keempat, ayat 15, menggambarkan wanita
yang melakukan tindakan mesum, homoseksual, atau lesbian. Suami dapat
meminta empat saksi yang cukup untuk memberikan kesaksian tentang
peristiwa tersebut dalam hal ini. Wanita itu akan ditahan di rumah sampai dia
meninggal dunia jika kesaksian mereka benar.
Yo A o 8 51 3 (o B st 8 G
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Artinya : terhadap wanita yang melakukan kejahatan, Anda harus bersaksi
empat orang. Setelah mereka memberi persaksian, wanita itu harus tinggal
di rumah sampai mereka meninggal dunia atau sampai Tuhan memberi
mereka cara hidup baru. Kurungan itu akan tetap berfungsi sampai Tuhan
memberikan jalan (petunjuk) kepadanya, seperti yang dinyatakan dalam
Surah An-Nisa' (4): 135. Wanita itu akan dibebaskan jika suaminya dapat
mendatangkan empat saksi untuk menunjukkan bahwa isinya benar.

6. Ta’lik Talak
Menurut Sudarsono, ta'lik talak pada dasarnya adalah penggantungan

jatuhnya talak terhadap peristiwa tertentu yang disepakati oleh pasangan
sebelumnya. Jika terpenuhi beberapa syarat, hubungan suami istri menjadi
putus karena ta'lik talak. Pertama dan terpenting, peristiwa yang digantungkan
talak harus terjadi tepat waktu. Misalnya, pernyataan suami bahwa ia tidak
akan memberikan nafkah lahir batin kepada istri, bahwa ia akan meninggalkan
istri selama enam bulan tanpa kabar, atau perjanjian bahwa ia tidak akan
memukul istri lagi adalah semua contoh yang berkaitan dengan masalah
ketidakrelaan istri.

Jika suaminya terus memukulnya, istrinya harus menghubungi Kantor
Urusan Agama untuk menunjukkan ketidaksetujuannya. Setelah itu, istrinya
dapat menyatakan ketidaksetujuannya dengan membayar iwadh kepada
pejabat yang berwenang. Menurut Sudarsono, prinsipil pernyataan Ta'lik talak
mempertahankan hubungan suami istri dan mengimbangi hak talak suami,
membuat situasi seimbang, yang merupakan implementasi dari ayat 128 Surah

An-Nisa.:
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Artinya: “jika seorang perempuan melihat kesalahan suaminya atau telah
berpaling darinya, maka tiada dosa bagi keduanya, jika keduanya mengadakan
perdamaian antara keduanya. Berdamai itulah terlebih baik (dari pada
bercerai). (memang) manusia itu berperangai amat kikir. Jika kamu berbuat
baik (kepada istrimu) dan bertaqwa, sungguh Allah Maha Mengetahui apa-apa
yang kamu kerjakan”.

C. Akibat Hukum Perceraian

-
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1. Surah Al-Thalaq ayat 6

Menyatakan bahwa wanita dalam status Selama masa iddah yang boleh
rujuk atau ketika mereka hamil, talak raj'i atau talak ba'in berhak atas nafkah
dan tempat tinggal. Namun, para ulama tidak setuju tentang wanita dalam
iddah talak ba'in yang tidak hamil; Imam Ahmad dan Abu Hanifah
berpendapat bahwa perempuan tidak berhak atas rezeki dan tempat tinggal.
Itu juga menyatakan bahwa mantan suami harus membayar mantan istrinya

selama "iddah talak ba'in" dan setelah "iddah dari talak" berakhir.

2. Surat Al-Baqarah ayat 240
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Artinya: “Dan orang-orang yang akan meninggal dunia di antara kamu dan
meninggalkan istri, hendaklah berwasiat untuk istri-istrinya, (yaitu) diberi
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nafkah hingga setahun lamanya dan tidak disuruh pindah (dari rumahnya).
Akan tetapi jika mereka pindah (sendiri), maka tidak ada dosa bagimu (wali
waris yang meninggal) membiarkan mereka membuat yang ma’ruf terhadap
diri mereka, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”.

Menunjukkan bahwa, meskipun seorang wanita dalam "iddah cerai
mati", ia tidak memiliki hak atas nafkah. Sebaliknya, ia diizinkan untuk

tinggal bersama suaminya di rumahnya sendiri selama satu tahun.

3. Surah Al-Ahzab ayat 49
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Artinya : Berikan mut’ah kepada mereka dan lepaskan mereka dengan sebaik-
baiknya. "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi wanita
yang beriman dan menceraikan mereka sebelum mencampurinya, maka tidak
ada iddah yang wajib bagimu yang kamu minta menyempurnakannya." Ayat
tersebut menyatakan bahwa wanita yang ditalak sebelum mendapatkan
campuran tidak memiliki "iddah". Akibatnya, ia tidak berhak atas
pendapatan dan tempat tinggal.  Sebaliknya, suaminya masih memiliki hak

atas mut'ah pesangon yang terdiri dari makanan, pakaian, uang, dan lainnya
serta separoh mahar yang diberikan saat akad nikah.?’

D. Alasan Perceraian Menurut Undang-undang
Menurut kompilasi hukum Islam, suami atau istri dapat mengajukan
talak atau perceraian ke pengadilan:
1. Jika salah satu pihak melakukan zina:
2. Salah satu pihak melakukan penganiayaan atau kekerasan yang mengancam

pihak lain;

37 Dr.H.Abdul Wahab Abd. Muhaimin, Hukum Islam Dan Kedudukan Perempuan Dalam
Perkawinan Dan Perceraian (Jakarta: Gaung Persada (GP) Press Jakarta, 2013).
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Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin selama dua tahun
berturut-turut tanpa alasan sah atau alasan lain yang tidak dapat mereka
lakukan.

Salah satu pihak dipenjara selama lima tahun atau lebih lama setelah
perkawinan.

Salah satu pithak menderita penyakit atau cacat yang membuatnya tidak
dapat memenuhi kewajibannya sebagai pasangan.

. Perubahan agama atau kemurtadan.

Suami melanggar ta'lik talak.
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E. Faktor-faktor Alasan Terjadinya Perceraian
1. Faktor keluarga

Pola keturunan sangat ditentukan oleh orang tua karena keturunan adalah
faktor penting dalam memilih pasangan. Anak-anak yang menikah sendiri
biasanya lebih santai dan menerima apa adanya tanpa berani menentang
keputusan orang tidak menguntungkan, seperti perceraian, yang
memengaruhi ikatan keluarga masing-masing.tuanya. namun tidak kurang
dari perkawinan yang menghasilkan hasil yang tidak menguntungkan,
seperti perceraian, yang mempengaruhi hubungan keluarga masing-masing.

2. Faktor umur

Masalah wusia perkawinan seringkali menjadi perhatian utama
masyarakat pedesaan Indonesia. Menurut pandangan sosial budaya, orang
tua wanita percaya bahwa anaknya akan menjadi perawan tua ketika mereka
berusia 13 tahun atau lebih. Kebiasaan yang diwariskan dari generasi
sebelumnya sebagian besar berkontribusi pada peningkatan perkawinan di
usia muda. Meskipun laki-laki calon suaminya jelas menghasilkan uang,
sebagian orang percaya bahwa wanita tidak perlu dididik. Wanita itu pada
akhirnya akan mengabdi kepada suaminya.

Pasangan suami istri tidak memiliki rasa tanggung jawab saat mereka
dewasa, sehingga masalah kecil di rumah seringkali berkembang menjadi
masalah yang lebih besar, yang akhirnya menyebabkan perceraian.

3. Faktor Ekonomi
Setiap perjuangan adalah bagian dari kehidupan membutuhkan

pengorbanan secara fisik dan materi. Tidak dapat dipungkiri bahwa masalah
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ekonomi sering menjadi sumber konflik dan pertengkaran dalam kehidupan
keluarga. Dua penyebab paling umum konflik adalah suami sendiri yang
mengabaikan pengelolaan keuangan keluarga, yaitu tidak memberikan gaji
kepada istrinya atau membelanjakan uang untuk dirinya sendiri, atau istri
yang tidak puas dengan penghasilan suaminya yang rendah. Oleh karena itu,
bertengkar dan tidak setuju menjadi kebiasaan setiap hari.
. Faktor Cemburu

Cemburu adalah perasaan tidak senang terhadap hal-hal yang dilakukan
oleh orang yang dicintai karena dianggap mengabaikan kepentingan dirinya
sendiri. Untuk menghindari perceraian, pasangan harus menghindari

tindakan atau ucapan yang menimbulkan kecemburuan.

. Krisis Akhlak

Rumah tangga, tempat orang membentuk dan membina keluarga, adalah
bagian terkecil dan paling penting dari masyarakat. Orang-orang yang
bermoral, seperti mereka yang menyukai minuman keras atau berjudi, dapat
menyebabkan percekcokan dalam rumah tangga, yang dapat menyebabkan
kematian keluarga.

Selain sejumlah variabel yang telah disebutkan sebelumnya, lingkungan
adalah komponen paling penting dalam kehidupan rumah tangga, bersama
dengan iman dan ketaatan pasangan suami istri yang rendah. Sikap dan
perilaku pasangan ini akan dipengaruhi oleh iman dan ketaatan mereka,
yang pada gilirannya akan mempermudah perceraian. Meskipun demikian,

komponen penting tetap ada dalam pasangan.
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F. Kondisi Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

1. Kondisi Sosial Ekonomi Sebelum Pandemi Covid-19

Sebelum pandemi COVID-19 (yakni tahun 2018-2019), kondisi sosial

dan ekonomi masyarakat Indonesia secara umum berada dalam keadaan

yang relatif stabil. Laju pertumbuhan ekonomi nasional berkisar antara

5,01%-5,17% per tahun, inflasi terkendali, dan tingkat pengangguran

cenderung menurun.

38

Aktivitas masyarakat berjalan normal, termasuk dalam aspek rumah

tangga dan perkawinan. Konflik rumah tangga yang menyebabkan

perceraian pada periode ini umumnya dipicu oleh:

a.

b.

Ketidakharmonisan dalam rumah tangga,
Ketidakcocokan karakter pasangan,
Perselingkuhan,

KDRT, dan

Masalah ekonomi dalam skala terbatas.?’

Secara umum, penyebab perceraian pada masa ini lebih banyak

dikaitkan dengan konflik interpersonal dan kurangnya komunikasi efektif

antar pasangan. Pola aktivitas pasangan suami-istri masih berjalan seperti

biasa: bekerja, bersosialisasi, dan memiliki ruang pribadi yang cukup.

38 Badan Pusat Statistik (BPS), Indikator Sosial Ekonomi Indonesia 2019, (Jakarta: BPS,
2020), hlm. 25.

39 Nurul Huda, “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia,” dalam Jurnal
Hukum Keluarga Islam, Vol. 6, No. 2, 2019, him. 144,
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2. Kondisi Sosial-Ekonomi Sesudah Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 yang dimulai pada awal tahun 2020 membawa
dampak besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk kehidupan rumah
tangga. Pemerintah menetapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) dan work from home (WFH), yang membuat pasangan suami-istri lebih
banyak menghabiskan waktu bersama di rumah. Di satu sisi, hal ini dapat
mempererat hubungan; namun di sisi lain, justru memperbesar potensi konflik
karena:
a. Stres akibat tekanan ekonomi,
b. Hilangnya pekerjaan atau penurunan pendapatan,
c. Peningkatan beban rumah tangga, terutama bagi perempuan,
d. Kurangnya ruang pribadi dan waktu istirahat,
e. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).*

Menurut data dari Mahkamah Agung RI, angka perceraian pada tahun 2020
meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Sebagian besar perkara
perceraian yang masuk ke Pengadilan Agama disebabkan oleh persoalan
ekonomi dan pertengkaran terus-menerus.*!

Bahkan pada tahun-tahun berikutnya (2021-2022), meskipun status

pandemi mulai melonggar, dampak sosialnya masih terasa. Banyak keluarga

40 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021: Kekerasan
Meningkat di Tengah Pandemi, (Jakarta: Komnas Perempuan, 2021), him. 18.

4 Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2020, (Jakarta: MA RI, 2021),
hlm. 32.
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yang belum pulih secara ekonomi, dan hubungan rumah tangga yang sudah
retak selama pandemi akhirnya benar-benar berujung pada perceraian.

Sebuah studi yang dilakukan oleh Puslitbang Kemenag pada tahun 2022
menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 tidak hanya meningkatkan angka
perceraian, tetapi juga menggeser motif perceraian dari sekadar perselisihan
biasa menjadi persoalan ekonomi yang akut dan tekanan psikologis.*?

G. Dampak Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19
1. Dampak Sebelum Pandemi COVID-19
Sebelum pandemi COVID-19, dinamika kehidupan rumah tangga di

Indonesia berlangsung dalam kondisi sosial yang relatif stabil. Masyarakat

menjalani aktivitas secara normal, baik dalam sektor pekerjaan, pendidikan,

maupun kehidupan sosial lainnya. Konflik dalam rumah tangga yang
berujung pada perceraian lebih disebabkan oleh:

a. Kurangnya komunikasi yang efektif,

b. Ketidakharmonisan hubungan suami istri,

©

Perselingkuhan,

d. Perbedaan prinsip hidup dan budaya, serta

e. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).*

Meskipun faktor ekonomi juga turut menjadi penyebab, tetapi pada

periode sebelum pandemi, tekanan ekonomi belum bersifat masif dan

42 Puslitbang Kemenag RI, “Dampak Pandemi terhadap Ketahanan Keluarga Muslim,” dalam
Laporan Penelitian Sosial Keagamaan Tahun 2022, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2022), him.
55.

43 Haryono, “Faktor-Faktor Penyebab Perceraian di Indonesia,” dalam Jurnal Hukum Keluarga
Islam, Vol. 5, No. 1, 2018, him. 101.
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meluas. Dalam beberapa kasus, pasangan masih memiliki akses yang lebih
leluasa terhadap sumber daya ekonomi, jaringan sosial, dan bantuan
keluarga besar.**

Di sisi lain, aktivitas sosial yang berjalan normal memberikan ruang
bagi individu dalam rumah tangga untuk memiliki waktu pribadi di luar
rumah (pekerjaan, komunitas, ibadah), yang sering kali membantu
mengurangi potensi konflik domestik.

2. Dampak Setelah dan Selama Pandemi COVID-19
Masuknya pandemi COVID-19 sejak awal tahun 2020 telah
menyebabkan perubahan drastis terhadap struktur dan dinamika kehidupan
keluarga. Pemerintah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala
Besar (PSBB), yang dilanjutkan dengan kebijakan lockdown lokal dan
sistem kerja dari rumah (work from home). Kondisi ini menimbulkan
berbagai dampak negatif terhadap kehidupan rumah tangga, antara lain:
a. Dampak Ekonomi
Banyak suami atau istri yang kehilangan pekerjaan, mengalami
pemotongan gaji, atau penurunan pendapatan usaha. Hal ini menjadi pemicu

utama meningkatnya perceraian dengan alasan ekonomi.*

44 BPS, Statistik Sosial Ekonomi Indonesia 2019, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2020), hlm.
45,
45 LIPI, “Dampak Pandemi terhadap Ketahanan Sosial dan Ekonomi Keluarga,” dalam Jurnal
Ilmu Sosial dan Kemanusiaan, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 67.
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Dampak Psikologis: Tingginya tingkat stres akibat ketidakpastian
masa depan, isolasi sosial, dan beban ganda rumah tangga menyebabkan
meningkatnya konflik emosional antar pasangan.*®

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT): Selama pandemi,
Komnas Perempuan mencatat peningkatan laporan kasus KDRT, baik
secara fisik, verbal, maupun ekonomi.*’

Terbatasnya Akses Sosial: Pembatasan aktivitas publik
menyebabkan banyak pasangan kehilangan dukungan sosial (teman,
keluarga, tokoh agama), sehingga tidak ada mediator konflik ketika terjadi
pertengkaran dalam rumah tangga.

Keterbatasan Mediasi Formal: Proses mediasi di Pengadilan Agama
juga sempat terhambat akibat pembatasan kegiatan tatap muka, yang
berdampak pada meningkatnya jumlah gugatan perceraian yang tidak
terselesaikan melalui damai.*®
H. Efek Sebelum dan Sesudah Pandemi Covid-19

I. Efek Sebelum Pandemi COVID-19

Sebelum pandemi COVID-19, kehidupan rumah tangga masyarakat

Indonesia secara umum tidak terpengaruh oleh krisis kesehatan global

4 WHO, Mental Health and Psychosocial Considerations During COVID-19 Outbreak,
(Geneva: World Health Organization, 2020), hlm. 8.

47 Komnas Perempuan, Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2021, (Jakarta: Komnas
Perempuan, 2021), hlm. 24.

48 Mahkamah Agung RI, Laporan Kinerja Badan Peradilan Agama Tahun 2020, (Jakarta: MA
RI, 2021), hlm. 37.
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ataupun pembatasan sosial. Kondisi ini memberikan ruang bagi pasangan
suami istri untuk:
a. Menjalani peran domestik dan publik secara seimbang,
b. Menyelesaikan konflik dengan bantuan pihak ketiga seperti keluarga,
tokoh masyarakat, atau lembaga keagamaan,
c. Menjalin interaksi sosial secara luas yang memperkuat jejaring
dukungan emosional.*’

Efek dari stabilitas sosial ini terlihat dalam jumlah kasus perceraian
yang lebih rendah dibandingkan saat pandemi. Alasan perceraian pada
periode . ini lebih bersifat interpersonal seperti ketidakcocokan,
perselingkuhan, atau KDRT, namun tidak terlalu dipengaruhi oleh tekanan
eksternal besar seperti kehilangan pekerjaan atau isolasi sosial.>

Efek lainnya adalah pasangan yang mengalami konflik masih
memiliki kesempatan untuk menunda perceraian atau mencari solusi
alternatif melalui konseling, mediasi keluarga, atau pihak ketiga, karena
tidak ada pembatasan aktivitas sosial dan layanan publik.>!

2. Efek Setelah dan Selama Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 memberikan efek multidimensi terhadap

kehidupan rumah tangga. Tidak hanya kesehatan fisik, tetapi juga ekonomi,

4 Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 98.

0 Haryono, “Faktor-Faktor Perceraian di Pengadilan Agama,” dalam Jurnal Hukum Keluarga
Islam, Vol. 4, No. 2, 2018, hlm. 123.

5! Siti Khadijah, “Peran Mediasi Keluarga dalam Menekan Angka Perceraian,” dalam Jurnal
Konseling Islami, Vol. 6, No. 1, 2019, hlm. 80.
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psikologis, dan sosial terkena dampaknya. Berikut adalah beberapa efek
yang muncul setelah pandemi berlangsung:
a. Efek Ekonomi
Terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK), tutupnya usaha
kecil, dan pengurangan penghasilan menyebabkan beban finansial
meningkat tajam. Banyak perceraian terjadi karena tekanan ekonomi yang
tidak dapat ditanggung bersama.>>
b. Efek Psikologis
Tekanan mental karena ketidakpastian masa depan, isolasi, dan
tumpang tindihnya peran domestik dan pekerjaan (terutama pada keluarga
yang bekerja dari rumah) menyebabkan kelelahan emosional dan
meningkatnya konflik dalam rumah tangga.>?
c. Efek pada Pola Komunikasi
Komunikasi antar pasangan menjadi lebih intens tetapi tidak selalu

konstruktif, karena kurangnya ruang pribadi dan meningkatnya stres. Hal

ini sering berujung pada pertengkaran yang berulang.>*

52 BPS, Dampak COVID-19 terhadap Pekerja dan Pendapatan Keluarga, (Jakarta: Badan Pusat
Statistik, 2021), him. 14.

33 WHO, Mental Health Considerations During COVID-19, (Geneva: World Health
Organization, 2020), hlm. 7.

54 Diah Pratiwi, “Komunikasi Keluarga di Masa Pandemi: Studi Kasus Pasangan Muda,”
dalam Jurnal Psikologi Islam dan Keluarga, Vol. 10, No. 2, 2021, hlm. 102.
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d. Efek Sosial dan Hukum
Akses ke layanan mediasi, konseling, dan peradilan sempat terbatas
akibat pembatasan sosial. Akibatnya, beberapa pasangan yang sebelumnya
bisa berdamai akhirnya memilih untuk bercerai.> Efek-efek tersebut
memperjelas bahwa pandemi COVID-19 telah mengubah dinamika internal
keluarga dan mempercepat proses disintegrasi rumah tangga pada pasangan

yang sebelumnya masih mampu mempertahankan hubungan.

55 Mahkamah Agung RI, Laporan Tahunan Peradilan Agama Tahun 2020, (Jakarta: MA RI,
2021), him. 41.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian mengumpulkan data dan informasi melalui metodologi
penelitian. Penelitian juga mencakup penjelasan tentang metodologi dan
prinsip penelitian yang diterapkan penulis selama proses penelitian.
Disebutkan juga jenis penelitian, lokasi, sumber, topik, dan objek
penelitian, serta prosedur pengumpulan dan analisis data. Peneliti telah
memilih metode penelitian kualitatif karena mereka akan mempelajari
subjek yang telah ditetapkan dan diatur sesuai dengan disiplin ilmu yang
mereka pilih.

Penelitian adalah proses mendapatkan informasi secara sistematis
atau berurutan menggunakan aturan dan metode ilmiah untuk
membuktikan teori bahwa anggapan atau temuan tidak tepat atau bahkan
salah. Dengan kata lain, penelitian dilakukan dengan melihat apa yang
terjadi di lokasi penelitian dan menggunakan kerangka teori tertentu
untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber.>¢

A. Jenis Penelitian
Penelitian lapangan, juga disebut sebagai "penelitian lapangan",
adalah jenis penelitian yang dilakukan di lapangan atau di lokasi
penelitian yang telah dipilih secara khusus untuk melakukan penelitian
dan menghasilkan laporan ilmiah. Karena virus sedang menyebar, sulit

untuk melakukan wawancara secara langsung. Namun, penulis dapat

5 W Gulo, Metodologi Penelitian (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002).

40
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berusaha melakukan wawancara secara luring dengan mematuhi
protokol kesehatan yang ketat, sehingga temuan akan lebih jelas dan
tidak ada kesalahpahaman yang disebabkan oleh masalah seperti
gangguan jaringan.

Penulis mewawancarai hakim yang bertugas secara langsung dan
mempelajari proses atau temuan alam. Setelah itu, mereka dapat
mencatat, menganalisis, menafsirkan, melaporkan, dan membuat
kesimpulan.d

B. Pendekatan Penelitian
Hukum normatif dilakukan dengan menggunakan metodologi studi
kasus, juga dikenal sebagai pendekatan kasus. Pendekatan ini
melibatkan meninjau beberapa kasus yang berhubungan dengan
masalah yang dibicarakan, dan kemudian menghasilkan kasus
pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap.”’
C. Lokasi dan Waktu Penelitian
1. Lokasis Penelitian
Peneliti memilih lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang
diperlukan. Lokasi yang dipilih oleh peneliti adalah di Jalan Bersih
No. 1 Komplek Pemda Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor.
Pemilihan lokasi di Pengadilan Agama Cibinong disebabkan fakta

bahwa ini adalah pengadilan tingkat pertama di wilayah Kabupaten

57 Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek (Jakarta: Sinar Grafika, 2002).
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Bogor yang memiliki otoritas kehakiman untuk menangani kasus
yang berkaitan dengan orang beragama Islam.
2. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan, sejak 5
Januari hingga 28 Februari 2022.
D. Subjek dan Objek Penelitian
Pengadilan agama cibinong di Jawa Barat adalah subjek penelitian
ini. sementara objek penelitian adalah penyebab perceraian pasca pandemi
COVID-19.
E. Sumber Data
Berdasarkan jenis dan pendekatan penelitian yang peneliti gunakan,
maka data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan
sekunder yaitu:
1. Sumber data primer
Data primer, juga disebut sumber asli, adalah data yang diperoleh
langsung dari sumbernya, seperti observasi, wawancara, dan laporan
dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.
Dalam kasus ini, penulis mewawancarai hakim dan panitera Pengadilan
Agama Cibinong.
2. Sumber data sekunder
Data yang diperoleh secara tidak langsung yang mempermudah
penelitian dari data primer disebut data sekunder, juga dikenal sebagai
data tangan kedua. Data sekunder biasanya berupa data dokumentasi

atau laporan yang telah tersedia. Laporan perkara yang masuk dan
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laporan yang telah diputus yang berkaitan dengan masa pandemi Covid-

19 di Pengadilan Agama Cibinong merupakan data sekundernya.

F. Metode Pengumpulan Data

1.

Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan beberapa teknik dalam

pengumpulan data yaitu:

Wawancara

Wawancara, juga disebut sebagai wawancara, adalah metode
pengumpulan data di mana dua orang atau lebih bertemu untuk bertukar
informasi dan gagasan secara langsung melalui tanya jawab lisan untuk
membuat topik tertentu lebih jelas. Untuk mendapatkan data, seorang
peneliti melakukan wawancara langsung dengan subjek atau informan
yang sudah ditentukan. Metode ini digunakan dalam menentukan alasan
penyebab perceraian setelah pandemi virus corona (studi kasus di
pengadilan agama Cibinong 2019-2021). Oleh karena itu, peneliti

mewawancarai Dra. Hj Fauziah, hakim Pengadilan Agama Cibinong.

2. Dokumentasi

Metode pengumpulan data yang dikenal sebagai dokumentasi
menghasilkan catatan penting tentang masalah yang sedang diteliti
sehingga data yang dikumpulkan untuk penelitian harus lengkap, sah,
dan tidak didasarkan pada perkiraan. Oleh karena itu, peneliti
mendapatkan data penelitian dari foto saat mereka melakukan
wawancara dengan hakim, foto saat mereka mengikuti proses mediasi,

dan foto struktur organisasi pengadilan agama Cibinong. Selain itu,
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peneliti juga mengumpulkan beberapa dokumen untuk mendukung
penelitian.
Observasi

Dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara
langsung, observasi adalah metode atau teknik untuk menganalisis dan
mengadakan pencatatan sistematis mengenai tingkah laku. Tujuan
observasi adalah untuk mendapatkan gambaran yang lebih luas tentang
masalah yang diteliti.Peneliti melihat secara langsung proses mediasi
perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.
Metode Analisis Data

Peneliti kemudian melakukan analisis data setelah proses
pengumpulan data penelitian di lapangan. Analisis ini termasuk
menyederhanakan data agar lebith mudah dipahami dan
menggabungkannya menjadi bagian yang dapat dikontrol untuk
menemukan inti dari apa yang dipelajari. agar penulis dapat
menghasilkan solusi untuk masalah penelitian.>®

Analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menganalisis data
yang dikumpulkan dalam penelitian ini. Dengan kata lain, setelah penulis
memberikan informasi langsung dari lapangan dan menggunakan

literatur yang tersedia di perpustakaan, penulis mengatur data secara

58 Suhar
Karya, n.d.).

simi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: Rineka Cipta
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sistematis dan melakukan analisis kualitatif. Membuat kesimpulan dan
menentukan masalah yang akan diteliti adalah tujuan dari analisis ini.>
Untuk mendeskripsikan penelitian ini penulis menempuh Langkah-
langkah sebagai berikut:
1. Mempersiapkan instrumen data
Sebelum penelitian terjun  untuk melakukan penelitian
kelapangan terlebih dahulu peneliti mempersiapkan beberapa pertanyaan
yang diajukan kepada ibu Dra.Hj Fauziah sebagai hakim di Pengadilan
Agama Cibinong untuk memudahkan pengumpulan data.
2. Pengumpulan data
Selama penelitian dilapangan pertama yang dilakukan adalah
pengumpulan data yang berhubungan dengan penyebab perceraian
pasca pandemi covid-19.
3. Klasifikasi data
Setelah melakukan penelitian langkah selanjutnya adalah
pengklasifikasian data untuk memilih data yang berhubungan dengan
permasalahan kemudian di kelompokan menjadi satu, untuk ditarik
kesimpulan.
4. Analisis data

Setelah data terkumpul maka akan dilakukan analisis data dengan

pendekatan analogis logika yaitu dengan cara menjelaskan dan menarik

5 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 1986).
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kesimpulan dengan bertitik tolak kepada hal-hal yang dipertanyakan
dan tujuan penelitian.
5. Penarikan kesimpulan
Setelah pengumpulan data kemudian ditarik kesimpulan serta

menyantumkan saran-saran.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Pengadilan Agama Cibinong
1. Sejarah Pengadilan Agama Cibinong

Pengadilan Agama Cibinong adalah lembaga peradilan tingkat
pertama dalam lingkungan Peradilan Agama yang berkedudukan di bawah
Mahkamah Agung Republik Indonesia. Wilayah hukum Pengadilan
Agama Cibinong mencakup seluruh wilayah administratif Kabupaten
Bogor, yang merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk
terbesar di Indonesia. Sebagai konsekuensinya, jumlah perkara yang
masuk ke Pengadilan Agama Cibinong pun sangat tinggi, termasuk
perkara perceraian.

Berdasarkan wawancara dengan petugas bagian administrasi dan
penelusuran dokumen register perkara (SIPP/Komdanas), rata-rata lebih
dari 3.000 perkara perceraian ditangani setiap tahun di lembaga ini.
Angka ini menunjukkan tingginya tingkat kerentanan rumah tangga di
wilayah Kabupaten Bogor.

Jauh sebelum Indonesia merdeka, peradilan agama telah ada dan
berkembang di Nusantara. Peradilan agama adalah lembaga yang
dibutuhkan oleh masyarakat dan bahkan merupakan bagian penting dari
menjalankan kehidupan bermasyarakat yang sesuai dengan syariat.

Peradilan agama Indonesia melalui fase yang sangat rumit karena
tekanan yang kuat dari pemerintah kolonial pada awal berdirinya. Abu

Tolhah mengatakan bahwa konflik dan kesulitan yang terjadi dalam

47
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perkembangan dan pertumbuhan pengadilan agama di Indonesia dimulai
dengan kedatangan penjajah Belanda, yang menganut politik dagang
(VOC) dan politik penyebaran ajaran Kristen (misionaris kristen). Selain
itu, epistimologi hukum, yang membedakan paham negara sekuler dan
agama, adalah sumber konflik politik yang menghambat kemajuan
peradilan agama.

Menurut K.H.Zubair, pengadilan agama sebenarnya sudah ada
sebelum tahun 1882. dibuat oleh raja-raja Islam karena banyak orang telah
beragama Islam dan orang-orang pada saat itu membutuhkan perlindungan
hukum Islam untuk masalah kekeluargaan. Pada dasarnya, pemerintah
Hindia-Belanda tertekan dan tidak rela dengan tuntutan keagamaan rakyat
Indonesia Setelah itu, mereka menerapkan taktik politiknya dengan
membatasi wewenang dan tanggung jawab pengadilan agama. Mereka
hanya dapat menangani perselisihan antara pasangan yang beragama Islam
serta masalah tambahan seperti rujuk, talak, dan perselisihan nikah.
Pengadilan negeri juga dapat menangani masalah wakaf, hadanah,
warisan, dan gono gini.*

"Adil" dalam bahasa Arab berarti "proses pengadilan" dan "upaya
untuk mencari keadilan atau menyelesaikan sengketa hukum di hadapan

badan peradilan menurut peraturan yang berlaku." Proses pengadilan dan

pencarian keadilan dikenal sebagai al-Qadha dalam bahasa Arab. Istilah

%0 Abdul Manan, Pengadilan Agama Cagar Budaya Nusantara Memperkuat NKRI, Cet-1, n.d.
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recshpraak yang saat ini digunakan dalam bahasa Belanda diciptakan
dalam Pasal 1 dan 2 UU Nomor 3 Tahun 2006.

Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang memiliki wewenang
untuk mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum. Mereka diberi
otoritas absolut dan relatif oleh perundang-undangan yang
membentuknya. Pengadilan Agama adalah lembaga peradilan agama
tingkat pertama baik dalam bahasa Belanda maupun Arab, dan Pengadilan
Tinggi Agama adalah lembaga peradilan agama tingkat banding.®!

Pengadilan adalah dewan atau mejelis yang memutuskan perkara,
melakukan sidang, dan membangun gedung pengadilan. Saat mereka
membuat keputusan hukum dalam kasus tertentu, pengadilan
mempertimbangkan hubungan hukum yang berlaku antara pihak yang
bertanggung jawab dalam masalah untuk mendapatkan keadilan.
Pengadilan memiliki otoritas untuk menetapkan hukum sampai selesai,
sehingga hak dan tanggung jawab yang ditetapkan dalam hukum dapat
diterapkan dengan adil.

Dalam kenyataannya, proses pengadilan dapat berlangsung sesuai
dengan aturan beracara pengadilan. Dengan kata lain, hukum acara
peradilan dan pidana mengatur proses pengadilan. Orang yang beracara di
depan pengadilan tidak hanya harus memahami materi hukum tetapi juga

memahami bentuk atau cara hukum formal, karena hukum formal adalah

6! Erfaniah Zuhriah, Peradian Agama Indonesia Sejarah, Konsep Dan Praktik Di Pengadilan
Agama (Malang: Setara Press, 2014).
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hukum yang mengutamakan bentuk atau cara. Dengan kata lain, tujuan
hukum acara adalah untuk membuat hukum maretiel.**

Pengadilan Agama Cibinong didirikan pada tanggal 1 November
1996 dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tahun 1996 No. 85
Kantor ini didirikan pada tanggal 25 Juni 1997 oleh Bapak Direktur
Pembinaan Badan Peradilan Agama (DIRBINBAPERA). Pengadilan
Agama Cibinong terletak di Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong, di
pusat ibu kota Kabupaten Bogor. Namanya berasal dari Cibinong, ibu kota
Kabupaten Bogor. Ini disebabkan fakta bahwa Pusat Pemerintahan Bogor
sebelumnya berada di Panaragan, yang berada di luar wilayah Kota Bogor.
Namun, Pusat Pemerintahan Bogor dipindahkan ke Cibinong sesuai
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1982.  Pengadilan
Agamanya diberi nama Pengadilan Agama Cibinong dengan keputusan
Presiden sejak didirikan Kantor Pemerintahan di Cibinong pada tahun
1990.

Pengadilan Agama Cibinong didirikan dengan menyewa rumah
penduduk setempat. Gedung Balai Kota Cibinong, yang berlokasi di Jalan
Bahagia Raya No.11 Cibinong, digunakan untuk pertama kalinya oleh
bupati Cibinong pada tanggal 25 Juni 2003. Pada 1 Juli 2003, pengadilan
mulai melayani pencari keadilan. Pengadilan Agama Cibinong Kelas IA

terletak di Komplek Pemda Jalan Bersih No. 1, Kelurahan Tengah,

62 Zulkarnaen and Dewi Mayaningsih, Hukum Acara Peradilan Agama Indonesia (Bandung:
CV Pustaka Setia, 2017).
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Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat 16914. Teleponnya
adalah (021) 8765483 dan faxnya adalah (021) 8765491.%

Tugas utama Pengadilan Agama Cibinong identik dengan tugas
utama pengadilan agama lainnya."Pengadilan Agama bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat
pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang".

Menurut Pasal 49 Undang-Undang Pengadilan Agama Nomor 7
Tahun 1989, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006. Dalam melaksanakan tugas-tugas pokokya Pengadilan
Agama Cibinong memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Fungsi mengadili (juducial power)
dimaksudkan untuk menyelidiki dan mengadili kasus-kasus
yang berada di bawah wewenang pengadilan agama di daerah
hukum masing-masing.
b. Fungsi pengawasan
Administrasi umum (Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004 tentang kekuasaan kehakiman), dan pengawasan atau

pelaksanaan tugas dan tingkah laku hakim, panitera, sekertaris, dan

seluruh jajaranya (Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7

Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006). Hakim

pengawas bidang melakukan inspeksi secara berkala.

a. Fungsi pembinaan

63 “Sejarah Pengadilan Agama Cibinong,” 2017.
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Dengan kata lain, memberikan nasihat, pelatihan, dan instruksi
kepada karyawannya mengenai tanggung jawab teknis yustisial,
administrasi peradilan, dan administrasi umum (Pasal 53 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3

Tahun 2006).

. Fungsi administrasi

Memberi semua departemen Pengadilan Agama, termasuk
departemen keuangan, umum, dan pegawai, layanan administrasi;
eksekusi dan penyitaan; kasasi, peninjauan kembali, dan prosedur
administrasi peradilan lainnya. = Selain itu, menyediakan layanan

manajemen yang diperlukan untuk kasus tingkat pertama.

. Fungsi nasehat

Memberi keterangan, pertimbangan, dan rekomendasi mengenai
hukum Islan kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya apabila
diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 mengenai Peradilan Agama. Fungsi lainnya
diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan
Kesekretariatan Peradilan, yang mencakup layanan penyuluhan
hukum, penelitian, dan sebagainya.

Profile Pengadilan Agama Cibinong

Salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh satuan kerja

Pengadilan Agama adalah melaporkan seluruh kegiatan dalam sebuah

laporan tahunan, sehingga dapat terukur kinerja yang telah dilakukan
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dalam 1 tahun tersebut apakah dapat berjalan atau tidak berjalan sesuai
dengan program yang telah ditentukan dalam awal tahun kegiatan, tujuan
kegiatan secara umum adalah mengutamakan pelayanan bagi masyarakat
pencari keadilan dan mengurangi tingkat penyimpangan sehingga
Pelayanan Pengadilan Agama Cibinong aman dari korupsi, kolusi, dan
nepotisme, menurut masyarakat pencari keadilan.

Berbagai upaya selama tahun 2021 telah dilakukan Pengadilan Agama
Cibinong dalam mewujudkan pelayanan prima tersebut, diantaranya
dengan meningkatkan sarana dan prasarana ruang tunggu yang nyaman,
penertiban antrian pendaftaran, antrian sidang dan antrian pengambilan
produk, serta pertemuan-pertemuan rutin dan berkala dalam rangka
evaluasi kinerja secara kontinyu, terlebih dalam masa pandemi akibat
Covid-19, maka pelayanan kepada pencari keadilan yang sedianya telah
direncanakan dalam awal tahun tidak sepenuhnya dilaksanakan secara
maksimal, karena Pengadilan Agama Cibinong beberapa kali menetapkan
PPKM Level 3 dalam pelayanan.

Dengan kondisi tersebut maka Ada beberapa tugas yang tidak dapat
diselesaikan dengan baik. akan tetapi Pengadilan Agama Cibinong
mengalami peningkatan putusan perkara, Sampai 31 Desember 2021, ada
9089 perkara yang diputus. Ini naik sebanyak 1912 perkara, atau 26,64%,

dari 7177 perkara pada tahun 2020.%*

64 Pengadilan Agama Cibinong, Laporan Tahunan Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021,

2021.
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Pengadilan Agama Cibinong menggunakan Visi Mahkamah Agung
Republik Indonesia untuk tahun 2010-2035. Visi ini ditetapkan pada Rapat
Kerja Nasional 2009 Mahkamah Agung Republik Indonesia dan mencakup
tujuan dan prinsip yang ingin dicapai di masa depan.

“TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA CIBINONG YANG
AGUNG”

Menurut kebijakan mutu organisasi, Pengadilan Agama Cibinong
menetapkan bahwa "Terwujudnya Kesatuan Hukum dan Aparatur
Pengadilan Agama Cibinong yang Profesional dan Akuntabel" adalah syarat
untuk terwujudnya Peradilan Agama Cibinong yang Agung. Misi
Pengadilan Agama Cibinong adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Cibinong

b. Memberikan Pelayanan Hukum Yang Berkeadilan kepada Pencari
Keadilan.

c. Meningkatkan Kualitas Pimpinan Badan Peradilan; dan

d. Meningkatkan Kepercayaan dan Transparansi Pengadilan Agama

Cibinong.

Visi dan misi agung Pengadilan Agama Cibinong jelas akan
menjadi tugas yang sulit seiring berjalannya waktu. Namun, visi dan misi
organisasi dapat dicapai jika bagian-bagian perangkat pendukung bekerja
sama secara optimal dan penuh tanggung jawab.

Sangat penting untuk memahami masalah yang dihadapi

Pengadilan Agama Cibinong jika kita ingin menjadikannya lembaga
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peradilan yang bermartabat, berwibawa, dan dihormati untuk
menegakkan supremasi hukum.

Tujuan strategis dibuat untuk membantu mencapai visi dan misi
tersebut. Tujuan strategis adalah penjabaran atau implementasi dari
pernyataan visi yang akan dicapai atau dibuat dalam jangka waktu satu
hingga lima tahun. Dengan membuat tujuan ini, Pengadilan Agama
Cibinong akan dapat mengetahui apa yang harus dilakukan oleh
organisasi untuk memenuhi visi tersebut dalam satu hingga lima tahun
ke depan. Dengan melihat seberapa jauh visi dan misi organisasi telah
dicapai, tujuan strategis juga dapat diukur.

Rencana strategis Pengadilan Agama Cibinong untuk tahun
berjalan 2021 mencakup tujuan berikut:

a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan
melalui proses peradilan yang adil, adil, dan transparan

b. Pemanfaatan teknologi informasi menyederhanakan proses
penanganan masalah

c. Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan;

d. Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin
dan terpinggirkan.

Pengadilan Agama Cibinong memiliki sasaran capaian yang
akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun, dari tahun 2020 hingga
tahun 2024, melalui penjabaran tujuan rencana strategis yang terukur.
a. Proses peradilan yang jelas, adil, dan akuntabel

b. Meningkatkan efisiensi proses penyelesaian perkara
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c. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan Pengadilan

d. Peningkatan layanan dari sistem informasi manajemen yang
terintegrasi yang

e. mendukung sistem peradilan yang sederhana, jelas, dan akuntabel

f.  Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas manajemen lembaga
peradiilan

g. Peningkatan akses masyarakat miskin dan terpinggirkan ke
peradilan.

Dalam rencana strategis tahun 2020-2024, tujuan bersama
adalah untuk mencapai kinerja Pengadilan Agama Cibinong yang
terencana dan terprogram melalui penerapan sistem, kebijakan, dan
peraturan perundang-undang yang efisien. Untuk mencapai tujuan
ini, RPJPN tahun 2020-2024 dan RPJPN tahun 2005-2025 harus
diubah.

1. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Cibinong

Menurut Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989,
"Tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi, dan tata kerja
kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan diatur dalam Peraturan
Mahkamah Agung RI Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan
Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan

Peradilan."
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Struktur organisasi Pengadilan Agama Cibinong 1A pada

tahun 2021 sebagai berikut :

(1) Ketua : H. Akhmad Junaedi, S.H.

(2) Wakil Ketua : Drs. H. Arif. Mukhsin, S.H,M.H.
(3) Sekertaris : Siti Aisah, S.H

(4) Panitera : H. Dede Supriyadi, S.H, M.H.
(5) Panitera Pengganti : Asep Ruchyana, SH.

: Chairul Cholid, S.Ag

: Kurniasari, S.E., S.Sy

(6) Panitera Muda Hukum : Hj. Hidayah, S.Ag.

(7) Panitera Muda Gugatan : Dra. Hj. Siti Maryam Adam
(8) Panitera Muda Permohonan : Asep Husni, SH.

(9) Kasubag Kepegawaian : Fina Agustina, S. Kom

(10) Kasubag Perencanaan : Marwan Hasbuloh, S.H.I, M.H.

(11) Kasubag umum dan Keuangan : Anggie Satria W, S.E. M.S.Ak
(12) Jurusita Pengganti/ Kasir : Ade Sutisna
(13) Bendahara : Chain, Chd d.S.Ag
Penjabaran atas kedudukan tugas pokok dan fungsi Pengadilan
Agama Cibinong Tahun 2021 meliputi:
Kedudukan
Pengadilan Agama Cibinong berada di bawah pengawasan dan
pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan memiliki struktur,
administrasi, keuangan, dan yurisdiksi yang mirip dengan peradilan agama.

Menurut Surat Keputusan Nomor 37/ KMA/SK/II/2017 tentang Peningkatan
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Kelas, Pengadilan Agama Cibinong naik kelas dari Pengadilan Agama Kelas
1B menjadi Pengadilan Agama Kelas IA. Sekarang berlokasi di gedung
permanen dua lantai baru di Jalan Bersih, Tengah, Kecamatan Cibinong,
Kabupaten Bogor.

Peradilan Agama adalah salah satu pemegang kekuasaan
kehakiman, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 24 Ayat 2 Bab IX Undang-
Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang Kekuasaan Pokok Kehakiman, seperti yang diubah oleh
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 4 Tahun

2004, dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009.

. Informasi mengenai Perceraian di Pengadilan Agama Cibinong

Berikut adalah data dari tahun 2020 hingga 2021 untuk
mengetahui jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Cibinong,
terutama selama pandemi COVID-19.

a. Kasus perceraian tahun 2020 di Pengadilan Agama Cibinong.

Di Pengadilan Agama Cibinong, ada dua jenis kasus perceraian:
cerai talak dan cerai gugat. Pada tahun 2020, terdapat 1324 kasus cerai
talak dan 4408 kasus cerai gugat.

Laporan Perkara Tingkat Pertama yang Diterima Pada Pengadilan

Agama Cibinong Bulan Desember 2020

NO Bulan Cerai Talak Cerai Gugat

1 | Januari 191 597

2 | Februari 132 430
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3 | Maret 103 329
4 | April 13 28

5 | Mei 11 13

6 | Juni 147 511
7 | Juli 155 557
8 | Agustus 135 516
9 | September 170 535
10 | Oktober 85 305
11 | November 124 432
12| Desember 58 164

Jumlah 1324 4408

Tabel 1.1 Laporan Perkara Perceraian Tingkat Pertama Pengadilan Agama Cibinong

b. Kasus perceraian tahun 2021 di Pengadilan Agama Cibinong

Pengadilan Agama Cibinong menerima 5919 kasus cerai gugat

dan 1727 kasus cerai talak pada tahun 2021. Laporan Perkara Tingkat

Pertama yang Diterima Pada Pengadilan Agama Cibinong Bulan Desember

2021
NO Bulan Cerai Talak Cerai Gugat
1 | Januari 245 895
2 | Februari 123 519
3 | Maret 168 565
4 | April 110 352
5 | Mei 92 303
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6 | Juni 168 642
7 | Juli 18 37

8 | Agustus 149 522
9 | September 185 574
10 | Oktober 141 492
11 | November 161 511
12 | Desember 167 467

Jumlah 1727 5879

Tabel 1.2 Laporan Perkara Perceraian Tingkat Pengadilan Agama Cibinong
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B. Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

Dipengaruhi oleh banyak hal, bukan hanya masalah kesehatan.
Ekonomi adalah faktor yang menyebabkan lebih banyak perceraian di
Indonesia di beberapa wilayah. Selain itu, ada peningkatan yang signifikan
dalam jumlah permohonan perceraian yang disetujui dari Juni hingga Juli oleh
Lembaga Tahun 2020, Pengadilan Agama Jakarta Barat. Pada masa pandemi
COVID-19, pengajuan perkara menjadi lebih mudah karena perkara dapat
dikirim dan diterima melalui media sosial seperti pendaftaran perkara melalui
E-Court, dan beberapa pengadilan bahkan melakukan sidang virtual.

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang
Kekuasaan Kehakiman memengaruhi Peraturan Mahkamah Agung Indonesia
Nomor 3 Tahun 2018, atau Perma 3 Tahun 2018, yang menyatakan bahwa
"Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala
hambatan."

Peningkatan perceraian akibat pandemi COVID-19 terutama
disebabkan oleh masalah ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, perubahan
dalam pola komunikasi keluarga, dan ketidakseimbangan antara aktivitas dan
waktu bersama. Pertikaian atau konflik dalam keluarga tidak hanya terjadi
dalam keluarga. Memberikan ruang untuk hubungan yang kuat adalah salah
satu cara untuk menghindari keretakan rumah tangga. Pasangan suami-isteri
harus belajar mengerti, mengasihi, dan memahami satu sama lain.

Data langsung dari Pengadilan Agama Cibinong menunjukkan

bahwa kasus cerai gugat (istri yang mengajukan) meningkat 20% dari tahun
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sebelum pandemi COVID-19, sedangkan kasus cerai talak (suami yang
mengajukan) turun 16%.
C. Tingkat Perceraian Pasca Pandemi Covid-19

Tingkat perceraian di Indonesia setelah pandemi COVID-19 bervariasi.
Beberapa sumber menyatakan bahwa pandemi COVID-19 tidak menyebabkan
lebih banyak perceraian. Menurut Ace Nur, Direktur Jenderal Badan Peradilan
Agama Mahkamah Agung (MA), dampak pandemi pada kasus perceraian tidak
signifikan karena hanya menyebabkan sekitar dua persen dari semua kasus
masuk ke pengadilan. Namun, beberapa sumber mengatakan bahwa ada
peningkatan kasus perceraian selama pandemi COVID-19. Namun, komponen
seperti perselingkuhan, perselisihan, faktor ekonomi, dan faktor psikologis
yang berkontribusi pada perceraian selama pandemi harus diperhatikan dan

dikurangi dampak negatifnya.
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D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pada Masa Pandemi

Covid-19

JUMLAH PERKARA

4

= Zina = Mabuk
Madat Judi

= Meninggalkan salah pihak = Dihukum penjara

m Poligami = Kdrt

= Cacat badan = Perselisihan terus-menerus
m Kawin paksa = Murtad

= Ekonomi Jumlah

Gambar 4.1 Faktor Penyebab Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19 bulan Januari-

Desember Tahun 2020

Sumber: Data jumlah penyebab perceraian di Pengadilan Agama Cibinong Periode 2020

Perceraian, kematian, atau keputusan pengadilan adalah tiga
kemungkinan putus perkawinan. Selama pandemi COVID-19, banyak hal
yang mengganggu kesejahteraan keluarga. Banyak dari mereka
menyebabkan konflik ekonomi di dalam keluarga, yang pada akhirnya
menyebabkan konflik suami isteri yang berkelanjutan karena mereka tidak
dapat memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka dan kebutuhan

sehari-hari mereka.
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Pihak perempuan biasanya mencoba mengajukan perceraian
sebagai cara untuk menghentikan ketidakstabilan ekonomi dalam
keadaan seperti ini.

Pihak isteri mengajukan gugatan cerai sebagai bukti bahwa
perempuan berani membuat keputusan untuk keluar dari kemiskinan dan
berharap ada perubahan di masa depan.

Faktor-faktor utama yang menyebabkan perselisthan dan
pertengkaran, yang mendominasi 1,662 perkara, dan faktor-faktor yang
meninggalkan satu pihak, yang mendominasi 525 perkara, adalah jenis
perceraian yang terjadi selama pandemi COVID-19. Perselisihan dan
pertengkaran ini ditunjukkan pada grafik di atas. Namun, ada banyak
faktor lain yang menyebabkan perceraian, di antaranya:

1. Zina
Dalam agama Islam, berbuat zina sangat dilarang, terutama jika
dilakukan oleh pasangan suami atau istri, karena dapat menyebabkan
perceraian. Di Pengadilan Agama Cibinong, tidak banyak kasus zina
yang menyebabkan perceraian, tetapi zina hanyalah salah satu faktor
penyebab perceraian.
2. Mabuk, Madat, dan Judi
Menurut agama Islam, mabuk, madat, dan judi adalah haram
dan harus dihindari, termasuk dalam hubungan suami istri. Mabuk
atau madat juga dapat membahayakan kesehatan mereka dan pejudi

dapat membuat mereka bertindak tidak jujur. Oleh karena itu, pejudi
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dan orang yang mabuk dapat mengganggu keharmonisan rumah
tangga dan menyebabkan perceraian.

Dalam lima kasus konflik rumah tangga yang ditangani di
Pengadilan Agama Jakarta Cibinong, faktor mabuk tidak mendominasi;
dua di antaranya adalah pemadat, dan satu lagi adalah penjudi. Salah
satu pihak melakukan zina. Suami yang minum alkohol sering akan
malas bekerja dan selalu marah.

. Meninggalkan Salah Satu Pihak

Ketidakharmonisan rumah tangga dapat terjadi jika pasangan
suami atau istri pergi untuk waktu yang lama. Kasus perceraian yang
dihadapi oleh Pengadilan Agama Jakarta Barat adalah kasus di mana
seorang istri ditinggal pergi oleh suaminya sehingga mereka tidak dapat
menafkahi anak-anaknya.

Ini dapat menyebabkan perceraian karena istri tidak akan
menerima apa pun sebagai kompensasi selama suaminya di penjara, dan
dia akan putus asa dan mencari uang sendiri jika suaminya tetap di
penjara selama lima tahun. Namun, faktor-faktor yang berkaitan dengan
hukum penjara di Pengadilan Agama Cibinong sangat sedikit, hanya 4
perkara pada tahun 2020.

Poligami

Poligami adalah penyebab peningkatan tingkat perceraian
di Pengadilan Agama Cibinong. Perempuan mandiri lebih suka
bercerai daripada menjadi madu suami. Jika seorang istri menolak

poligami, dia harus dengan tulus melepaskan pernikahannya dan
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membiarkan suaminya menikah lagi dengan orang lain. Dalam Islam,
poligami diizinkan, tetapi jika istri tidak mengizinkan suaminya,
poligami bukanlah pilihan yang menyenangkan. Faktor poligami
(hanya 1 kasus di tahun 2020) tidak merupakan penyebab utama
perceraian selama pandemi COVID-19.

KDRT

Ini adalah akibat dari salah satu pihak yang keras kepala dan
tidak mau mengalah, yang menyebabkan perselisthan yang
menyebabkan luka di tubuh salah satu pihak atau bahkan kehilangan
anggota badan. Selain itu, trauma dan rasa sakit yang berterusan dapat
menyebabkan salah satu pihak memilih untuk bercerai meskipun
menghadapi banyak bahaya.

Salah satu alasan perceraian adalah kekerasan dalam rumah
tangga, yang terjadi dalam 35 kasus di Pengadilan Agama Cibinong.
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) menyatakan bahwa
setiap perbuatan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang
menyebabkan kesengsaraan atau penderitaan fisik, seksual,
psikologis, atau penelantaran dalam rumah tangga termasuk ancaman
untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau ram
Cacat Fisik

Salah satu alasan perceraian adalah jika salah satu pihak
menderita penyakit atau cacat yang membuatnya tidak dapat

melakukan tanggung jawab pasangan. Namun, ini bukan alasan yang
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paling umum karena hanya ada satu kasus di Pengadilan Agama
Cibinong. Salah satu pihak dilarang melaksanakan tanggung jawab
suami atau isterinya jika dia menderita cacat atau penyakit yang
menghalanginya untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai
suami atau isteri, menurut Pasal 116 KHI hurufe.
. Perselisihan dan Pertengkaran yang Berlanjut

Salah satu alasan paling umum untuk perceraian di Pengadilan
Agama Cibinong adalah faktor ini. Faktor ini sangat berbahaya karena
perselisithan dan pertengkaran yang sering terjadi di rumah tangga
membuat pasangan merasa lelah dan memutuskan untuk bercerai.
Pada tahun 2020, pengadilan agama Cibinong menerima 1,662 kasus
perceraian.
. Kawin Paksa

Faktor kawin paksa, seperti yang terjadi pada nenek moyang

kita. Jika orang tua tidak ingin menikah dengan cara yang mereka
pilih, anak-anak mereka dinikahkan. Selain itu, Pengadilan Agama
Cibinong masih belum membuat keputusan tentang kasus ini. Karena
Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 6 Ayat 1
menyatakan bahwa kedua calon mempelai harus setuju untuk
menikah, hal ini sering menyebabkan perceraian.
Murtad

Murtad adalah kembalinya seorang Muslim ke kekafiran
sendiri setelah dewasa tanpa dipaksa oleh orang lain. Hubungan

perkawinan diputuskan jika suami atau istri murtad. Namun, jika
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pasangan itu bertaubat kembali ke agama islam, mereka harus
mengubah akad nikah dan mahar mereka agar mereka dapat
berhubungan kembali seperti yang mereka lakukan sebelumnya.
Pengadilan Agama Cibinong memutuskan 16 kasus pada tahun 2020.
Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun
1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah jika dilakukan
menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing pasangan.
10. Ekonomi

Salah satu alasan perceraian adalah karena memainkan peran
penting dalam rumah tangga. Rumah tangga dapat terlibat dalam
konflik jika situasi ekonomi mengalami kemacetan yang membuat
semua kebutuhan menjadi sulit. Dua hal menyebabkan masalah
keuangan ini: istri selalu merasa tidak cukup dengan apa yang
diberikan suaminya, dan kedua, istri selalu menuntut lebih banyak
dari suaminya karena merasa kebutuhannya semakin meningkat.
Selain itu, suami mengabaikan tanggung jawabnya sebagai suami,
yaitu mencari nafkah, dan hanya menghabiskan uang untuk dirinya
sendiri tanpa mempertimbangkan kebutuhan istrinya.

Seperti yang disampaikan oleh ibu Hj. Fauziyah, hakim
Pengadilan Agama Jakarta Cibinong, dua alasan utama perceraian
selama pandemi adalah konflik dan ketidaksepakatan yang tidak
berhenti. Alasan kedua adalah ekonomi tahun 2020, yang

menyebabkan banyak perceraian dan PHK.
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Perceraian keluarga sering terjadi karena berbagai alasan
yang sangat berbeda dan kompleks. Penulis dapat menyebutkan
aspek keuangan, karena kedua pasangan harus bekerja keras untuk
memenuhi kebutuhan mereka, yang seringkali menghasilkan
perbedaan pendapatan yang signifikan.

Sangat jelas bahwa sebagian besar orang Indonesia
berpenghasilan rendah, bahkan terkadang tidak mencukupi
kebutuhan hidup mereka, berdasarkan keadaan penduduknya.
Keluarga mengalami konflik dan ketidakbahagiaan. Demikian pula,
adalah tanggung jawab keluarga untuk mengetahui cara mengelola
dan menghemat uang. Keluarga bergantung pada gaji mereka untuk
bertahan hidup, dan jika uang tidak cukup sampai akhir bulan,
mereka berusaha menghindari konflik.

Oleh karena itu, Anda harus membuat keputusan yang tepat
tentang berapa banyak uang yang Anda habiskan untuk kebutuhan
sehari-hari dan biaya lainnya. Agoes mengatakan bahwa banyak
pasangan dari keluarga yang kurang mampu sering perceraian
karena suami mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan materi dan
lainnya keluarga.

Dari pendapat di atas, percekcokan keluarga sering terjadi
karena sang suami tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari,
yang secara bertahap menyebabkan sang istri kecewa, menderita,
atau tersiksa. Akibatnya, sang istri merasa menderita atau tersiksa

dalam keadaan seperti itu.
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E. Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian Pasca Pandemi Covid-
19

Berdasarkan hasil pencarian, faktor penyebab terjadinya
perceraian pasca pandemi COVID-19 antara lain:

1. Perselingkuhan, perselisihan, dan pertengkaran yang tidak berhenti

2. Faktor ekonomi: kehilangan pekerjaan dan beban ganda yang
dialami perempuan selama pandemi COVID-19

3. Faktor psikologis, seperti kejenuhan dan usia pernikahan yang lebih
muda.

4. Perubahan dalam cara komunikasi dan kegiatan bersama.

5. Meningkatnya jumlah kasus KDRT.

Namun, harus diingat bahwa penyebab perceraian dapat
berbeda-beda di setiap daerah dan negara, tergantung pada budaya,
sosial, dan ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, perlu upaya untuk
mengurangi penyebab perceraian dan meningkatkan kualitas
hubungan suami istri, terutama selama pandemi COVID-19, yang
memerlukan keterbatasan sosial dan ekonomi.

F. Wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Cibinong

Dra. Hj Fauziah, seorang hakim Pengadilan Agama Cibinong
yang berasal dari Surabaya dan tinggal di Depok, Jawa Barat, adalah
narasumber kami. Dia telah menangani kasus di Pengadilan Agama
Depok selama dua tahun. Dia menyatakan bahwa banyak kasus
perceraian terjadi selama pandemi COVID-19, terutama tahun 2020,

dengan total hampir 4000 kasus per tahun, 400 kasus per bulan, dan
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bahkan 70 kasus per hari yang masuk ke pengadilan. Dia menyatakan
bahwa alasan utama perceraian adalah ekonomi dan pandemi COVID-
19.

Pengadilan Agama Cibinong menerima banyak kasus cerai
gugat, yang berarti istri yang mengajukan perceraian, berbeda dengan
cerai talak, yang berarti suami yang mengajukan cerai kepada istrinya.
Pengadilan Agama Cibinong jelas terkena dampak pandemi COVID-
19. Meskipun demikian, tanggung jawab Pengadilan Agama adalah
membantu orang yang kurang beruntung, dan tanggung jawab ini
harus dipenuhi.

Pengadilan Agama Cibinong telah diinstruksikan dan
disesuaikan dengan prosedur yang berlaku, sehingga bersifat pasif.
Selain itu, Ibu Dra. Hj Fauziah menyatakan bahwa data perceraian
benar dan ada peningkatan. karena Pengadilan Agama melakukan
penilaian atau laporan yang dikirim langsung ke bagian Mahkamah
Agung melalui SIPP.

Akibatnya, penilaian kinerja Pengadilan Agama itu sendiri
akan terpengaruh jika perkara dibiarkan berlarut-larut. Banyak orang
yang mengajukan penetapan ahli waris ke Pengadilan Agama
Cibinong selama pandemi COVID-19 karena keluarga banyak orang

yang meninggal karena COVID-19 atau karena alasan lain.
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Perselisihan dan pertengkaran adalah penyebab paling umum
perceraian, menurut data arsip. Salah satu alasan perceraian, menurut
Ibu Fauziah, adalah masalah ekonomi karena mempengaruhi
kebutuhan harian rumah tangga yang tidak memiliki pemasukan.

. Wawancara dengan Panitera Pengadilan Agama Cibinong

Sumbernya adalah Siti Aminah, panitera Pengadilan Agama
Cibinong yang berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah. Dia mulai
bekerja di sana pada tanggal 24 April 2020, saat pandemi sedang
meningkat, pada awal penerapan PSBB. Dia mengatakan bahwa
Pengadilan Agama Cibinong melihat peningkatan kasus perceraian,
tetapi tidak dalam jumlah yang signifikan.

Dia menyatakan bahwa peningkatan ini sebagian besar
disebabkan oleh faktor ekonomi, karena pandemi ini menyebabkan
banyak pembatasan sosial dan pemutusan pekerjaan, yang berdampak
besar pada komponen ekonomi rumah tangga.

Pandemi COVID-19 menghalangi pemasukan sementara
kebutuhan rumah tangga terus dipenuhi, menyebabkan masyarakat
mengalami pertengkaran suami isteri yang terus-menerus, kata ibu Siti
Aminah, panitera yang menangani kasus perceraian secara langsung
di persidangan.

Lebih banyak kasus cerai gugat daripada cerai talak selama
pandemi COVID-19. Pandemi menandai 60% kasus cerai gugat di
Pengadilan Agama Cibinong. Meskipun ada kebijakan pemerintah

seperti PSBB dan PPKM, Pengadilan Agama Cibinong terus
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menerima perkara perceraian. Mediator, hakim, dan staf harus
mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak dan mencuci

tangan.

Di Pengadilan Agama Cibinong, kebanyakan kasus perceraian
diputus secara verstek tanpa proses mediasi karena kedua pihak tidak
hadir. Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan kasus seperti
ini. Pengadilan telah terbiasa melanjutkan kasus ini karena tanggung
jawab kami. Kami menerima dan bekerja sesuai Standar Operasi
Prosedur (SOP) karena sistem kinerja kami juga dipantau oleh SIPP

dan dinilai langsung oleh Badilag Kementrian Agama.

Pengadilan Agama Cibinong menerima banyak kasus
perceraian, menurut Panitera. Meskipun kami harus bergantian untuk
mempercepat waktu penyelesaian kasus, ruang tunggu dan sidang
harus dibatasi. Selain itu, tidak ada lagi hambatan selama pandemi.
Karyawan hanya diperbolehkan untuk mematuhi protokol kesehatan.
Selain itu, masyarakat harus mematuhi undang-undang yang berlaku
di Pengadilan Agama Cibinong.

. Analisis Tingkat Perceraian Pada Masa Pandemi Covid-19

Setiap pasangan ingin rumah mereka penuh dengan
keharmonisan saat mereka membangunnya. Namun demikian, angka
perceraian terus meningkat. Karena tekanan sosial, perceraian sudah
umum. Pandemi COVID-19 membuat batasan ketat antara satu sama

lain dan anggota keluarga, membuat banyak keluarga mungkin harus
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bercerai. Selain itu, tidak jelasnya jarak antara kehidupan rumah
tangga dan pekerjaan menyebabkan konflik baru dan faktor stres
tambahan, seperti peningkatan tanggung jawab orang tua dan
penurunan pendapatan dan pengangguran. Karena banyak sekolah
ditutup, anak-anak usia sekolah tidak dapat pergi ke sekolah.

Akhirnya, kewajiban guru dan pelatih tumbuh dari kewajiban
orang tua untuk menyelesaikan tugas sekolah dan kegiatan
ekstrakulikuler. Beban kerja meningkat sebagai hasil dari tanggung
jawab tambahan ini, terutama bagi wanita yang bertanggung jawab
atas sebagian besar tugas ini. Ini dapat dengan mudah hilang dalam
hubungan pasangan karena peran perlu didefinisikan ulang. Pandemi
COVID-19 berdampak pada hubungan suami isteri dalam rumah
tangga, dan jumlah janda di Kota Bogor meningkat selama pandemi,
dengan setidaknya 2,269 wanita menjadi janda baru. Angka tersebut
dihasilkan dari keputusan Pengadilan Agama Cibinong tentang
gugatan cerai.

Selama pandemi COVID-19, kasus perceraian meningkat dan
menurun di beberapa tempat. Di Cibinong, pengadilan agama
menerima banyak permohonan perceraian dari Juni hingga Juli
2020. Zina, mabuk, madat, judi, hukuman penjara, poligami,
KDRT, cacat badan, perselisihan dan pertengkaran terus-menerus,
kawin paksa, murtad, dan masalah ekonomi adalah beberapa dari
banyak penyebab perceraian yang meningkat selama pandemi

COVID-19.
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Ini karena banyak suami yang terkena PHK atau kehilangan
pekerjaan selama pandemi COVID-19, sehingga kehidupan rumah
tangga mereka sangat terganggu karena masalah perekonomian
sementara kebutuhan rumah tangga terus meningkat. Ini
menyebabkan konflik rumah tangga yang berlarut-larut dan akhirnya
perceraian. Pasangan yang ingin bercerai dapat meminta mediator dari
Pengadilan Agama Cibinong sebelum proses perceraian dimulai.
Tetapi kebanyakan perceraian diputuskan secara tersembunyi.
Mediasi dapat membantu beberapa orang, tetapi perceraian terjadi
karena dominan tidak melakukannya.

Jumlah kasus penetapan ahli waris di Pengadilan Agama
Cibinong meningkat selama pandemi COVID-19. Kasus perceraian
meningkat di tengah pandemi, terutama yang diajukan oleh pasangan.
Pengadilan Agama Cibinong menerima banyak perceraian dengan
putus kabul verstek dan goib. Akibatnya, banyak perkara diputus
kabul tanpa melalui proses apa pun.

Berikut adalah grafik yang telah peneliti analisis sesuai data

yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Cibinong
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Gambar 4.2 Grafik Kasus Perceraian pada tahun 2020 di Masa Pandemi Covid-19

Sumber: Arsip Pengadilan Agama Cibinong

Grafik di atas menunjukkan peningkatan dan penurunan kasus
dari januari hingga desember 2020. Pada bulan juli, ada peningkatan
yang cukup besar, meskipun lokdown di Pengadilan Agama Cibinong
pada bulan maret 2020 dengan hanya beberapa kasus yang diterima.
Pada bulan april, PSBB sangat ketat, membuat aktivitas biasa menjadi
sangat sulit. Pada bulan juli, ada peningkatan kasus yang signifikan

Ini bertentangan dengan Peraturan Menteri Kesehatan, Pasal 13.
Selain itu, sebagai akibat dari pandemi, Pengadilan Agama Cibinong
ditutup untuk sementara pada bulan April. Hakim dan panitera
menyatakan bahwa tidak ada perkara yang diproses pada bulan itu.

Namun, sejumlah besar perkara masuk dan sebagian besar cerai gugat.
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Pada dasarnya, perceraian tidak akan terjadi jika pasangan
memahami cara mengatasi masalah rumah tangga seperti mampu
menenangkan diri untuk meredam emosi mereka, berbicara secara
pribadi, meminta nasihat perkawinan, dan mendengarkan dan
berbicara terbuka dengan pasangan mereka.

I. Analisis Tingkat Perceraian Pasca Pandemi Covid-19
Tingkat perceraian pasca pandemi Covid-19 dapat dipengaruhi
oleh berbagai faktor. Meskipun saya tidak memiliki data terbaru
setelah September 2021, saya dapat memberikan beberapa faktor
yang mungkin memengaruhi tingkat perceraian:
1. Stres dan Ketegangan
Pandemi telah menciptakan stres dan ketegangan tambahan
dalam banyak hubungan karena masalah seperti pekerjaan yang
hilang, isolasi sosial, dan kekhawatiran akan kesehatan.
2.  Penyesuaian dengan "Kebiasaan Baru"

Perubahan besar dalam gaya hidup selama pandemi,
seperti bekerja dari rumah, homeschooling, dan pembatasan
perjalanan, dapat mengubah dinamika dalam hubungan.

3. Keterbatasan Akses ke Bantuan dan Dukungan Sosial

Banyak pasangan mungkin mengalami kesulitan
mendapatkan dukungan dari keluarga atau konseling
pernikahan selama pandemi.

4. Kondisi Keuangan
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Masalah keuangan yang disebabkan oleh pandemi dapat
menjadi sumber konflik dalam hubungan, terutama jika ada
tekanan finansial yang besar.

5. Kesehatan Mental

Beberapa orang mungkin mengalami masalah kesehatan
mental selama pandemi, yang dapat memengaruhi hubungan
mereka.

J. Analisis Tingkat Perceraian Sebelum Pandemi Covid-19 di
Pengadilan Agama Cibinong

Menurut PERMA No.l Tahun 2019 tentang Administrasi
Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, sistem
peradilan Indonesia telah menggunakan sistem peradilan elektronik
untuk memberikan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan murah
sebelum pandemi COVID-19. Anda dapat mengatur persidangan
elektronik, membayar biaya perkara secara online, dan mendaftar
perkara.

Pengadilan Agama Cibinong melakukan persidangan secara
online. Namun, prosesnya tidak terlalu ketat karena banyak pihak
kesulitan menggunakan teknologi tersebut. Para pihak memutuskan
untuk melakukan persidangan di Pengadilan Agama secara langsung.

Sebelum pandemi COVID-19, kehidupan sosial dan ekonomi
masyarakat Indonesia masih berjalan seperti biasa. Sistem peradilan
di Pengadilan Agama tetap berjalan seperti biasa, dan tidak ada

pemutusan pekerjaan. Orang-orang yang bekerja di luar rumabh,
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seperti pedagang, pengendara ojek online, dan lain-lain,
masih sangat bebas. Jadi, lajur ekonomi masyarakat tampaknya stabil.
Pandemi datang ke Indonesia pada Maret 2020 dan mengubah
kehidupan rakyatnya, terutama dengan kesehatan, ekonomi, dan
tingkat perceraian di Pengadilan Agama.

Pengadilan Agama Cibinong terus menerima perkara cerai,
baik cerai talak maupun cerai gugat, bahkan setelah pandemi COVID-
19. Jumlah perkara yang diterima tidak meningkat, tetapi jumlah
perkara cerai talak meningkat 16%. Ini membuat perceraian menjadi
hal biasa bagi masyarakat dan penegak keadilan.

Demikian pula, keluarga akan kehilangan arah dan pegangan
untuk membina kehidupan mereka jika mereka tidak mengamalkan
ilmu agama sepenuhnya. "Agama mempunyai fungsi yang amat
penting dalam kehidupan manusia. Tanpa agama, manusia tidak
mungkin merasakan kebahagiaan dan ketenangan hidup. Tanpa
agama, mustahil dapat dibina suasana aman dan tentram dalam
masyarakat maupun keluarga", kata Daradjat.

Orang-orang yang tidak cukup pendidikan biasanya
mengalami kesulitan dalam hidup mereka dan tidak tentram, yang
dapat menyebabkan gangguan atau pelecehan keluarga.

Aziz juga mengatakan, "Banyak perceraian karena
kurangnya pengajaran agama, jadi agama sangat berperan dalam
mewujudkan keluarga sehat, yang dapat menetralkan keadaan

keluarga." Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa hidup
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seseorang menjadi lebih sulit semakin jauh dari agamanya. Demikian
pula, jika suatu keluarga meninggalkan ajaran agamanya, keadaan
mereka akan menjadi lebih kacau dan lebih sulit untuk dibangun
kembali

Tujuan perkawinan, menurut Maria, adalah proses penyatuan
dua insan selama perkawinan, atau "integrasi." Selama proses ini,
hambatan fisik, mental, atau emosional biasanya muncul dalam
bentuk perbedaan sikap, pendapat, atau tingkah laku antara pasangan,
yang menyebabkan kekecewaan, kesal, marah, benci, curiga, dan
kekecewaan, yang kadang-kadang menyebabkan kegagalan.

Dari pendapat di atas, jelas bahwa meskipun mereka berasal
dari daerah yang sama dan memiliki agama dan latar belakang
kehidupan yang sama tidak menjamin bahwa mereka akan hidup
bersama dengan keserasian dan kedamaian. Ada banyak latar
belakang kehidupan yang sangat berbeda dan tidak sama.

K. Analisis Tingkat Perceraian Pasca Pandemi Covid-19 di
Pengadilan Agama Cibinong
Hasil pencarian menunjukkan beberapa data tentang tingkat
perceraian di Pengadilan Agama Cibinong pasca pandemi COVID-
19, termasuk:
1. Pariyanto, Panitera Pengadilan Agama Cibinong, menyatakan
bahwa jumlah perkara cerai meningkat setelah pandemi

COVID-19.
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2. Studi menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 meningkatkan
jumlah kasus perceraian di Pengadilan Agama Cibinong.

3. Wakil Ketua PA Cibinong mengakui bahwa perkara cerai naik
cukup tajam setelah Idulfitri 2023 dan pihaknya sampai harus
membatasi jumlah perkara.

4. Pengadilan Agama Cibinong, Bogor, Jawa Barat, memiliki antrean
panjang pemohon perceraian.

Meskipun Pengadilan Agama Cibinong tidak memiliki
informasi yang tepat tentang jumlah perceraian yang terjadi setelah
pandemi COVID-19, dapat disimpulkan bahwa jumlah perceraian
di daerah tersebut meningkat. Selama pandemi COVID-19, hal-
hal seperti perselingkuhan, perselisihan, ekonomi, dan psikologis
memengaruhi kualitas hubungan suami istri. Oleh karena itu, perlu
upaya untuk mengurangi hal-hal ini dan meningkatkan kualitas
hubungan suami istri, terutama sebelum pandemi yang
membutuhkan perubahan sosial dan ekonomi.

L. Perbandingan Tingkat Perceraian Sebelum dan Masa Pandemi

Covid-19

Pandemi virus corona pasti berdampak pada seluruh
dunia, termasuk Indonesia. Dibandingkan dengan bulan
sebelumnya, angka perceraian di negara-negara lain juga
meningkat.

Ketidaksesuaian, kecurangan, konflik psikologis, dan

pengangguran adalah beberapa dari banyak penyebab perceraian.
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Selama pernikahan, kesehatan dan kesejahteraan dapat
dipertahankan, tetapi sulit untuk mempertahankannya setelah
perceraian dan sebelum berpasangan lagi. Setelah perceraian,
masalah keuangan dan ekonomi menjadi masalah utama bagi
perempuan. Ini karena mereka tidak memiliki suami yang memberi
nafkah dan tidak ada lagi yang membiayai kebutuhan hidup mereka
dan anak-anak mereka.

Memandang perceraian sebagai proses yang kompleks,
ada banyak perspektif yang berbeda. Hal ini tidak hanya merugikan
pasangan secara finansial, tetapi juga menyebabkan gangguan
psikologis dan pengaruh pada posisi mereka di masyarakat. Karena
perkawinan adalah kontrak sosial, perempuan yang bercerai juga
akan menghadapi masalah sosial karena perceraian berdampak pada
seluruh lapisan keluarga dan masyarakat.

Program Sertifikasi Perkawinan dirancang untuk
mengurangi jumlah perceraian yang terjadi. Program ini dirancang
oleh Kementrian Agama dan Kementerian Koordinator Bidang
Pembangunan dan Kebudayaan (PMK). Pada akhirnya, pasangan
yang ingin menikah harus memenuhi syarat program ini. Program
ini akan mengajarkan calon pasangan tentang hal-hal dan cara
membangun keluarga yang bahagia. Mereka juga akan diajarkan
cara mengatasi konflik rumah tangga.

Peneliti harus memperhatikan bahwa kasus-kasus yang

diterima Pengadilan Agama Cibinong tidak jauh berbeda dari kasus-
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kasus yang diterima sebelum dan selama pandemi COVID-19. Pada
bulan April 2020, pemerintah Indonesia menetapkan pandemi
COVID-19 dan langsung mengambil kebijakan dan menerapkan
PSBB, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar. Akibatnya, kinerja
Pengadilan Agama Cibinong sangat terpengaruh oleh peningkatan
perkara cerai gugat 20% dari 2019 hingga 2020 dan penurunan
perkara cerai talak 16%. Akibatnya, tidak ada keputusan yang dibuat
selama persidangan di Pengadilan Agama Cibinong pada April
2020.

Sehubungan dengan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan
Kegiatan Masyarakat), tidak ada perkara yang diterima di Pengadilan
Agama Cibinong pada bulan Maret 2020. Akibatnya, Pengadilan
Agama Cibinong menutup seluruhnya untuk mengikuti peraturan
pemerintah. Pada bulan berikutnya, Pengadilan menerima banyak
kasus cerai, cerai gugat, dan cerai talak. Jumlah 2.269 kasus cerai
gugat pada tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan peningkatan
kasus cerai talak pada tahun 2019.

Data ini dikumpulkan secara langsung dari Pengadilan
Agama Cibinong dengan menggunakan ringkasan buku arsip yang
tersedia di pengadilan. Perselisihan dan konflik terus terjadi sebelum
pandemi COVID-19 karena orang ketiga yang menjadi dominan
diajukan ke Pengadilan Agama Cibinong, antara lain. Setelah
melakukan pengamatan dan wawancara dengan hakim dan panitera di

Pengadilan Agama Cibinong, peneliti menemukan bahwa alasan
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ekonomi adalah yang paling penting dalam perbandingan perceraian
selama pandemi ini. Ini karena kehidupan rumah tangga sangat
dipengaruhi oleh ekonomi.

Berikut grafik perceraian sebelum dan masa pandemi covid-19

Jumlah perkara
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Gambar 4.3 Grafik Kasus Perceraian pada tahun 2019 dan 2020

Sumber: Grafik kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Barat tahun 2019 dan 2020

Grafik kasus perceraian di Pengadilan Agama Jakarta
Cibinong tahun 2019 dan 2020, Dibandingkan dengan 2019, data
menunjukkan peningkatan pada 2020. Studi menunjukkan bahwa
faktor ekonomi menjadi yang paling penting selama pandemi COVID-
19, meskipun banyak faktor lain yang menyebabkan perceraian
meningkat sebelum pandemi, seperti madat judi, mabuk, dan
perselisihan dan pertengkaran terus-menerus.

asil survei peneliti menunjukkan bahwa jumlah perkara

perceraian di Pengadilan Agama Cibinong terus meningkat setiap hari,
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meskipun tidak terlalu drastis. Hal ini menyebabkan tingkat perceraian
selama pandemi meningkat. Badilag Mahkamah Agung akan menilai
langsung sistem kinerja Pengadilan melalui sitem SIPP yang ada di
Pengadilan. Akibatnya, jumlah perkara yang masuk ke Pengadilan terus
meningkat dan harus segera diselesaikan oleh badan pengurus
Pengadilan. = Walaupun PSBB diterapkan dan pengadilan ditutup
selama pandemi COVID-19, perkara masih masuk dan diterima melalui
sistem E-Court, dan mereka masih memiliki kesempatan untuk
melanjutkan persidangan virtual.

Hasil analisis data sebelumnya menunjukkan bahwa hidup
berumah tangga adalah tugas yang sulit, dan kedua belah pihak harus
mempertimbangkan masalah ini dengan hati-hati. Menurut hasil
penelitian, seseorang harus siap secara fisik dan mental untuk hidup
sendiri. Meskipun demikian, Anda harus tetap tenang dan sabar, dan
jangan terlalu emosional saat menghadapi apapun yang akan terjadi.
Karena perceraian merupakan kegagalan untuk membangun rumah
tangga, banyak orang kecewa. yang menyebabkan pertengkaran rumah
tangga sebagai akibat dari masalah ekonomi. Studi Cibinong
menunjukkan hal ini Masalah ekonomi saat ini adalah masalah yang
kompleks karena penghasilan rendah dan kebutuhan yang terus

meningkat.
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Perbandingan Tingkat Perceraian Sebelum dan Pasca
Pandemi Covid-19

Hasil pencarian menunjukkan bahwa kasus perceraian
meningkat selama pandemi COVID-19. Berikut adalah
perbandingan tingkat perceraian sebelum dan pasca COVID-19,
berdasarkan temuan pencarian:

1. Studi di Indonesia menunjukkan bahwa masalah ekonomi
menyebabkan peningkatan angka perceraian sebesar 5% selama
pandemi COVID-19.

2. Sebuah studi di Selangor, Malaysia, memeriksa data
perceraian tahun 2019 dengan masa pandemi COVID-19, dan
menemukan bahwa lebih banyak kasus perceraian terjadi selama
pandemi.

3. Studi dari Pengadilan Agama Majene Kelas II B menunjukkan
bahwa kasus perceraian meningkat selama pandemi COVID-19.

4. Studi di Pengadilan Agama Jakarta Barat menemukan bahwa
masalah ekonomi, perselingkuhan, dan ketidakharmonisan dalam
rumah tangga adalah penyebab perceraian selama pandemi
COVID-19.

5. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa pandemi
COVID-19 berdampak pada peningkatan kasus perceraian yang
diajukan oleh pihak istri.

6. Penelitian lain menunjukkan bahwa faktor-faktor yang

berpengaruh pada keputusan suami-istri untuk bercerai selama
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pandemi COVID-19 meliputi masalah keuangan, manajemen stres
dalam keluarga, dan cara menjadi support system yang baik.
. Faktor Perbandingan Penyebab Perceraian Sebelum dan
Sesudah Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama Cibinong
Pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal
2020 telah mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk
keharmonisan rumah tangga. Penelitian ini menunjukkan bahwa
terdapat perbedaan signifikan dalam faktor-faktor penyebab
perceraian antara periode sebelum dan sesudah pandemi. Berikut
adalah uraian lengkapnya:
1. Faktor Ekonomi
Sebelum pandemi, faktor ekonomi memang telah menjadi
penyebab perceraian, tetapi tidak begitu dominan. Sebagian besar
pasangan masih memiliki kestabilan finansial, terutama mereka
yang bekerja di sektor formal atau memiliki usaha mandiri yang
mapan.

Namun, setelah pandemi (2022-2024), tekanan ekonomi
menjadi penyebab utama perceraian. Banyak keluarga kehilangan
mata pencaharian akibat PHK massal, penurunan omset usaha, dan
beban utang yang meningkat. Penurunan daya beli dan tingginya
biaya  kebutuhan  pokok  menyebabkan  pertengkaran

berkepanjangan dalam rumah tangga. “Pandemi membuat tekanan
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ekonomi di rumah tangga meningkat, terutama karena penurunan

pendapatan atau kehilangan pekerjaan.”®

2. Perselisihan dan Pertengkaran Terus-Menerus

Sebelum pandemi, konflik pasangan banyak disebabkan oleh
perbedaan prinsip, pola asuh anak, atau campur tangan pihak
ketiga. Konflik cenderung berkembang secara perlahan seiring
berjalannya waktu.

Namun, di masa pandemi dan setelahnya, intensitas
perselisihan meningkat drastis. Kondisi karantina wilayah, WFH
(work from home), dan keterbatasan ruang gerak membuat
pasangan lebih sering bersama. Tanpa kemampuan komunikasi
yang baik, kebersamaan tersebut justru memicu konflik. “Lonjakan
konflik rumah tangga pascapandemi disebabkan ketidaksiapan
pasangan dalam menghadapi perubahan ritme kehidupan bersama
yang mendadak.”%®

3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
Sebelum pandemi, KDRT umumnya muncul akibat sikap
dominan suami, emosi tidak terkontrol, atau kebiasaan buruk

seperti konsumsi alkohol dan judi.

%5 Hidayat, R. “Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Rumah Tangga di Indonesia”, Jurnal
Sosial Humaniora, Vol. 18, No. 1, 2022, hlm. 45

6 Lestari, M. “Konflik Rumah Tangga Selama PSBB”, Jurnal Psikologi dan Perkawinan, Vol.
14, No. 2, 2021, hlm. 89.
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Namun setelah pandemi, angka KDRT meningkat seiring
bertambahnya tekanan ekonomi dan psikis. Banyak pasangan yang
mengalami frustrasi karena situasi sulit, dan melampiaskannya
dalam bentuk kekerasan fisik atau verbal. Beberapa istri akhirnya
menggugat cerai karena tidak tahan terhadap perlakuan kasar yang
terus berulang. “Pandemi meningkatkan risiko kekerasan dalam
rumah tangga, baik fisik maupun verbal, karena adanya tekanan
ekonomi dan psikis.”?’

4. Meninggalkan Pasangan (Desersi)

Sebelum pandemi, desersi biasanya terjadi karena
pernikahan dini, kurangnya kesiapan mental, atau konflik yang
tidak terselesaikan. Suami atau istri memilih pergi dan tidak
kembali tanpa sebab yang jelas.

Sesudah pandemi, banyak kasus desersi disebabkan oleh

mobilitas kerja yang tidak kembali. Beberapa suami pergi
merantau karena kehilangan pekerjaan lokal, dan akhirnya

memutus komunikasi. Ada juga yang pindah ke luar daerah untuk

bertahan hidup tanpa membawa istri atau anak-anak.

7 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Laporan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Selama Pandemi, 2022.
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5. Faktor Sosial Lain (Zina, Judi, Narkoba, Media Sosial)

Sebelum pandemi, faktor-faktor ini memang sudah ada,
tetapi tidak terlalu signifikan secara kuantitas. Umumnya terjadi
pada pasangan muda atau pernikahan dengan latar belakang
pergaulan bebas.

Pasca pandemi, faktor sosial negatif mengalami
peningkatan. Perselingkuhan melalui media sosial (cyber affair),
kecanduan judi online, dan konsumsi narkoba menjadi alasan
yang makin sering ditemukan dalam berkas gugatan cerai.
Kecanduan pinjaman online (pinjol) juga menyebabkan konflik
keuangan yang serius dalam rumah tangga. “Perselingkuhan
digital dan konsumsi konten negatif meningkat tajam selama
masa pandemi, memicu ketidaksetiaan dalam rumah tangga.”¢®

6. Perubahan Pola Cerai Gugat
Sebelum pandemi, pola cerai gugat dan cerai talak masih
cukup seimbang. Namun, setelah pandemi, cerai gugat meningkat
tajam. Ini menunjukkan perubahan peran perempuan dalam rumah
tangga yang semakin berani mengambil keputusan hukum,
terutama saat merasa tidak aman atau tidak dihargai dalam

pernikahan. “Perempuan pasca pandemi lebih berani menggugat

%8 Nuraini, A. “Dampak Media Sosial terhadap Stabilitas Rumah Tangga”, Jurnal Gender dan
Komunikasi, Vol. 10, No. 3, 2023, him. 112.



91

cerai karena meningkatnya kesadaran hukum dan akses digital

terhadap informasi hukum.

7. Simpulan Perbandingan Faktor-Faktor

9969

Berikut tabel perbandingan faktor penyebab perceraian antara

sebelum dan sesudah pandemi COVID-19:

Faktor Sebelum Pandemi 2021 | Sesudah pandemi 2022-2024

Ekonomi Umum, tidak dominan Dominan, akibat PHK dan
penurunan pendapatan

Perselisihan Terjadi secara bertahap | Meningkatkan akibat WFH dan
tekanan rumah tangga

KDRT Umum Meningkatkan akibat stres dan
tekanan sosial

Meninggalkan Pasangan | Karena konflik pribadi Karena migrasi kerja atau
tekanan ekonomi

Faktor Sosial Lain Terbatas Meningkat (media  sosial,
pinjol.dd)

Cerai gugat Sedikit lebih tinggi Jauh lebih tinggi, perempuan

lebih mandiri

% Fitriyah, L. “Peningkatan Cerai Gugat di Masa Pandemi”, Majalah Peradilan Agama, Vol.

8, No. 2, 2023, him. 27.
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O.Faktor Penyebab Angka Perceraian Meningkat pada Masa
Pandemi Covid-19 di Pengadilan Agama Cibinong

Karena pandemi, banyak hal berubah, terutama jika
berkaitan dengan kehidupan rumah tangga. Dampaknya
mencakup masalah ekomoni, salah satunya adalah peningkatan
jumlah perceraian selama pandemi COVID-19. Pandemi ini
telah menginfeksi paru-paru ekonomi manusia dengan berbagai
cara, membuatnya sulit untuk bernafas. Banyak kepala keluarga
atau suami kehilangan pekerjaan mereka selama pandemi, yang
menyebabkan masalah perekonomian menjadi masalah besar
bagi kehidupan rumah tangga karena suami tidak dapat
melanjutkan pekerjaannya. ini menyebabkan konflik rumah
tangga yang berlarut-larut, yang menyebabkan perceraian
sebagai pilihan terakhir.

Berdasarkan beberapa pendapat tentang perceraian
selama pandemi COVID-19, dapat dikatakan bahwa penyebab
utama perceraian adalah konflik rumah tangga yang disebabkan
oleh masalah ekonomi, ketidakseimbangan antara aktifitas dan
waktu, kekerasan dalam rumah tangga, perubahan dalam pola

komunikasi, dan faktor usia.”

0 Abuzar Alghifari, Anis Sofiana, and Ahmad Mas’ari, “Faktor Ekonomi Dan Dampaknya
Terhadap Kasus Perceraian Era Pandemi Covid-19 Dalam Tinjauan Tafsir Hukum Keluarga
Islam,” Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law 1, no. 2 (2020): Hal 9.
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Selama pandemi COVID-19 yang merusak ekonomi
Indonesia, banyak bisnis memutuskan untuk tutup permanen atau
mengambil kebijakan pemutusan hubungan kerja secara besar-
besaran. Dalam situasi seperti ini, pekerja tidak ingin di PHK
karena mereka akan kehilangan pendapatan mereka dan tidak dapat
memenuhi kebutuhan mereka sendiri dan keluarga.”! Dalam situasi
pandemi Covid-19, negara Indonesia mengalami krisis ekonomi,
dan banyak perusahaan yang tutup permanen atau mengambil
kebijakan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran. Pekerja
atau buruh merasakan dampak negatifnya karena dalam kondisi
sepeti ini meraka tidak ingin di PHK karena mereka akan
kehilangan mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan
sendiri dan keluarga.”

Menurut George Lavinger terdapat beberapa keluhan yang
menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai
berikut:

1. Pasangan mengabaikan tanggung jawab rumah tangga, tidak
memiliki kedekatan emosional dengan anak atau pasangan,

dan

"1 Aris Tristanto, “Perceraian Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Ilmu Sosial,”
Sosio Informa 6, no. 3 (2020): Hal 296-297, https://doi.org/10.33007/inf.v613.2417.

72 Khalda Fadilah and Andriyanto Adhi Nugroho, “Pemutusan Hubungan Kerja Pada Saat
Pandemi Covid-19 Di Indonesia Ditinjau Dari Prespektif Hukum Ketenagakerjaan,” Jurnal Ilmu
Hukum Dan Humaniora 8, no. 1 (2021): 334-49.
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Masalah keuangan yang tidak memadai untuk memenuhi
kebutuhan keluarga, dan

Pasangan mengalami kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Pasangan tidak setia atau terlibat dalam perselingkuhan.
Sering menggunakan kata-kata kasar dan menyakitkan.

Tidak cocok dalam masalah hubungan seksual.

Sering mabuk.

Adanya keterlibatan atau campur tangan dari kerabat pasangan
dan juga tekanan sosial.

Tidak ada komunikasi, perhatian, dan kebersamaan antara
pasangan.

Pasangannya sering menjadi tidak sabar dan tidak ada toleransi
terhadap tuntutan yang dianggap berlebihan.”

Konflik atau masalah pasti akan muncul dalam kehidupan
rumah tangga setiap pasangan, mulai dari konflik biasa hingga
konflik yang serius. Baik konflik yang disengaja maupun
tidak disengaja, penyelesaiannya tergantung pada bagaimana
pasangan menyikapinya.

Perceraian adalah hasil dari konflik yang serius dan
mendalam dalam hubungan suami-istri. Hubungan pernikahan

dapat terputus karena banyak hal.

73 Hamidah Hamid,

no. 3 (2018): Hal 26.

“Perceraian Dan Penanganannya,” Jurnal llmiah Wahana Pendidikan 4,
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Faktor ini terdiri dari dua bagian: faktor internal dan faktor
eksternal.
1. Faktor Internal

a. Suami tidak menfkahkan istri, kebutuhan jasmani dan Rohani

yang tidak terprnuhi.
b. Kewajiban yang tidak dilaksanakan (suami maupun istri).
c. perbedaan prinsip secara terus menerus.

Tabel berikut menunjukkan faktor penyebab perceraian dari
tahun ke tahun dari Pengadilan Agama Cibinong dari tahun 2019
hingga 2021.
1. Laporan Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2019

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2019

No Alasan Perceraian Jumlah
1 Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 5563
2 Ekonomi 279
3 Meninggalkan Satu Pihak 127
4 Poligami 46
5 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 20
6 Murtad 14
7 Mabuk 10
8 Madat 1
9 Kawin Paksa 1
10 | Judi 1




96

11 Zina 1
Jumlah Kasus 6063
Tabel 4.1 Laporan Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2019
2. Laporan Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2020

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2020

No Alasan Perceraian Jumlah
1 Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 3608
2 Ekonomi 648
3 Meninggalkan Salah Satu Pihak 350
4 Poligami 19
5 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 35
6 Murtad 25
7 Dihukum Penjara 3
8 Cacat Badan 2
9 Judi 2
10 | Mabuk 2

Jumlah Kasus 4693
Tabel 4.2 Laporan Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2020
3. Laporan Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Tahun 2021

STATISTIK FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN 2021

No Alasan Perceraian Jumlah
1 Perselisihan dan Pertengkaran Terus Menerus 4827
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2 Ekonomi 1342
3 Meninggalkan Salah Satu Pihak 658
4 Murtad 54
5 Kekerasan Dalam Rumah Tangga 54
6 Poligami 23
7 Mabuk 11
8 Dihukum Penjara J
9 Judi 7
10 | Cacat Badan 3
11 Madat 2
12 | Kawin Paksa 2
13 Zina 1
Jumlah Kasus 6991

Tabel 4.3 Laporan Pengadilan Agama Cibinong Tahun 2021

Perselisihan terus menerus antara suami dan istri adalah
penyebab utama perceraian, menurut informasi di atas.

Pada tahun, jumlah kasus perceraian yang diterima Pengadilan
Agama Cibinong meningkat. 2019, 2020 dan 2021. Dari jumlah
perkara tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2020 terjadi
penuruan perkara yang disebabkan oleh PSBB atau PPKM di daerah,
yang menyebabkan perkara yang diputuskan mengantri dan

mengalami penundaan.
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pada tahun 2021, perkara di Pengadilan Agama Cibinong
meningkat karena PSBB atau PPKM yang sebelumnya dilaksanakan
telah runtuh dan pandemi COVID-19 telah berakhir. Berdasarkan data
dari jumlah perceraian yang terjadi di Pengadilan Agama Cibinong dari
tahun 2019 hingga 2021, terdapat dua penyebab perceraian pasca
pandemi.
Adapun faktor penyebabnya meliputi:
1.  Faktor internal
Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan perceraian
karena faktor internal ini. Pandemi ini menyebabkan lebih banyak PHK
atau suami bekerja dari rumah (WFH). Akibatnya, suami dan istri sering
bertemu atau bertatap muka di rumah, yang menyebabkan percekcokan
dalam rumah tangga. Selain itu, penurunan ekomoni juga merupakan
faktor penyebab perceraian.
2. Faktor eksternal
Faktor eksternal yang menyebabkan perceraian termasuk
pandemi COVID-19 yang membatasi jumlah sidang peradilan setiap hari
dan memungkinkan penggunaan sitem baru, sidang online, yang kurang
dikenal masyarakat. Pada tahun 2019 dan 2020, terjadi penurunan
perceraian selama pandemi COVID-19. Namun, pada tahun 2021, terjadi

peningkatan.
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P. Analisis Hukum Islam Terhadap Faktor-faktor Perceraian di Pengadilan
Agama Cibinong

Dalam tinjauan hukum Islam yang digunakan sebagai referensi untuk
elemen-elemen yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Cibinong,
termasuk tinjauan hukum tentang pendapat para ulama tentang masalah ini.
Dalam hukum Islam, perceraian juga dikenal sebagai talak adalah sesuatu yang
dibenci oleh Allah, meskipun talak atau perceraian adalah tindakan yang
diizinkan oleh Allah untuk mengakhiri perkawinan. Suami dapat meminta talak
dengan alasan apa pun; percerian bahkan dapat terjadi tanpa alasan yang jelas.
Karena itu, tidak ada alasan untuk mempermainkan istilah "talak", karena apa
pun yang dikatakan memiliki konsekuensi hukum.

Hukum Islam tentang perceraian menunjukkan bahwa perceraian tidak
dapat terjadi dalam kehidupan keluarga muslim, tidak peduli bagaimana
sulitnya. Hukuman sederhana ini tidak boleh disalahgunakan. Selain itu,
sangat jelas bahwa Allah sangat membenci perceraian atau talak, yang pada
awalnya tidak dianggap haram oleh hukum. Karena konsekuensi cerai
dianggap haram dan harus dilakukan oleh pasangan suami istri, istilah "talak"

atau "cerai" memiliki kekuatan hukum sejak diucapkan.’

74 Mohsi, “Konstruksi Hukum Perceraian Islam Dalam Figh Indonesia,” : : Jurnal Studi
Kelslaman 16, no. 2 (2015): 39-55.
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Pada dasarnya, menikah adalah sesuatu yang dibenarkan secara hukum.
Namun, Allah SWT membencinya. Akibatnya, seseorang harus menahan diri
untuk tidak menikah sebisa mungkin. Syariat Islam menganggap hubungan
suami istri dalam ikatan perkawinan sebagai suci dan teguh, sebagaimana Al-
Qur'an menggambarkan istri sebagai mitsaqon gholizon. Talak, juga disebut
mubah, adalah pilihan Islam ketika hubungan rumah tangga tidak berhasil. Ini
hanya dapat dilakukan jika hubungan perkawinan tidak dapat dilanjutkan
lagi.”

Kedua belah pihak dapat memilih mediator untuk berdamai jika kasus
perceraian belum diputuskan di pengadilan. Pada dasarnya, penetapan mediasi
harus diakui dan diterapkan dalam konteks peradilan agama. Hal ini sangat
sesuai dengan keyakinan Islam, yang dapat dilihat dalam Al-Qur'an, al-Hadist,
dan tradisi Islam, yang menganjurkan perdamaian dan kesepakatan di atas
segalanya kecuali persetujuan untuk menghalalkan yang haram atau
sebaliknya. Setelah berkas perkara diselesaikan, ada beberapa hal yang perlu
diperhatikan dan diatur agar proses peradilan menjadi mudah, cepat, dan murah
serta menciptakan rasa keadilan bagi pencari keadilan dan masyarakat secara
keseluruhan.

Evaluasi untuk mencegah perilaku tidak sopan dan berhati-hati saat
mengucapkan talak. Akibatnya, masalah baru muncul di Indonesia: perbedaan
antara figh dan ganun tentang kapan perceraian dianggap putus, karena
menurut figh, ketika suami mencerai istrinya, perkawinan sudah putus. Namun
demikian, pasal 123 KHI menyatakan bahwa "perceraian itu dihiitung pada

saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang pengadilan.".
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Penelitian ini memfokuskan pada jumlah dan penyebab perceraian di

Pengadilan Agama Cibinong, yang diklasifikasikan berdasarkan jenis cerai

talak dan cerai gugat. Data berikut diperoleh dari hasil observasi dan

dokumentasi perkara perceraian tahun 2021-2024.

Tahun Cerai Talak Cerai Gugat Jumlah Total
2021 1.250 3.842 5.092
2022 1.301 3.956 5.257
2023 1.420 3.887 5.307
2024 721 1.973 2.694

Jumlah 4. 692 13.658 18.350

Jumlah Perkara Cerai Talak dan Cerai Gugat di PA Cibinong Tahun 2021-2024
Data tahun 2024 dihitung sampai bulan Juni. Sumber: Hasil dokumentasi penulis dari arsip

PA Cibinong, 2024.

Dari data tersebut, terlihat bahwa jenis cerai gugat mendominasi

dibandingkan cerai talak. Hal ini menunjukkan bahwa lebih banyak istri yang

mengajukan gugatan cerai, sebuah tren yang konsisten sejak masa pandemi.

75 Rusli Halil Nasution, “Talak Menurut Hukum Islam,” Jurnal Ilmiah Al-Hadi 111, no. 2

(2018): Hal 707-709.
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R. Perbandingan Penyebab Perceraian Sebelum dan Sesudah Pandemi

Dalam penelitian ini, penulis membagi masa sebelum pandemi (2021)

dan sesudah pandemi (2022-2024). Berikut adalah klasifikasi penyebab

perceraian berdasarkan lima kategori utama:

No. Penyebab Jumlah Kasus Persentase
1. Ekonomi 1.685 33,09%

2. Perselisihan dan pertengkaran 1.423 27,94%
3. KDRT 513 10.08%
4. Meninggalkan Pasangan 851 16,71%
5. Masalah Lain (Zina, Judi, 620 12,18%
Narkoba, dll)
Total 5.092 100%
Tabel 4.2 Penyebab Perceraian 2021 (Sebelum Pandemi Berakhir)

No. Penyebab 2022 2023 2024 Jumlah Total | Persentase
1. Ekonomi 1.780 | 1.912 942 4.634 30.82%
2. | Perselisthandan | 1.521 1.478 727 3.726 24.78%

Pertengkaran
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3. KDRT 590 633 317 1.540 10.23%
4. Meninggalkan 845 821 396 2.062 13.71%
Pasangan
5. Masalah Lain 321 463 312 1.296 10.23%
Total 5.257 5307 | 2.698 13.258100%

Data 2024 hingga Juni. Sumber: Olahan data primer dari PA Cibinong oleh penulis,

2024.

Diagram Batang Penyebab Perceraian di PA Cibinong (2021-2024)
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S. Analisis Perbandingan Penyebab Perceraian

1. Peningkatan Kasus Cerai Gugat

2024
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mmm KDRT
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mm Poligami
mm Lainnya

Pandemi COVID-19 membawa dampak sosial yang besar, termasuk

ketegangan dalam rumah tangga. Data menunjukkan peningkatan signifikan

cerai gugat dari tahun 2021 ke 2022. Hal ini dapat dipengaruhi oleh:
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a. Kondisi ekonomi rumah tangga yang memburuk selama pandemi.

b. Meningkatnya kesadaran hukum perempuan.

c. Ketegangan psikis karena pembatasan sosial dan pekerjaan rumah yang
menumpuk saat WFH (Work From Home).

Sebagaimana dikemukakan oleh Andayani, pandemi meningkatkan angka
gugatan cerai karena perempuan merasa terbebani secara emosional dan
finansial akibat ketimpangan peran dalam rumah tangga.”®

2. Penyebab Ekonomi dan Perselisihan sebagai Faktor Dominan
Ekonomi dan perselisihan terus menjadi dua penyebab utama perceraian.
Tekanan ekonomi selama pandemi mengurangi stabilitas keuangan keluarga,
yang akhirnya berdampak pada keharmonisan hubungan suami istri.
3. KDRT dan Meninggalkan Pasangan
Tingkat KDRT dan pasangan yang meninggalkan tanggung jawab
keluarga cenderung stabil namun tetap signifikan. Ini menunjukkan masalah
mendalam dalam komunikasi dan tanggung jawab pasangan.

4. Penurunan Setelah Pandemi Mereda

Meskipun jumlah kasus masih tinggi, terjadi penurunan angka perceraian

pada semester pertama tahun 2024. Kemungkinan hal ini terjadi karena:

a. Pemulihan ekonomi pascapandemi.

b. Intervensi pemerintah dan lembaga sosial dalam memberikan

6 Andayani, N. “Dampak Psikososial Pandemi terhadap Perempuan”, Jurnal Gender dan

Masyarakat, Vol. 12, No. 2, 2022, him. 178.
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penyuluhan keluarga.

c. Efektivitas mediasi dari Pengadilan Agama.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandemi COVID-19
memperburuk tekanan rumah tangga, khususnya dalam aspek ekonomi dan

psikologis. Perbandingan data menunjukkan bahwa:

a. Sebelum pandemi (2021), penyebab perceraian masih cenderung
tersebar merata.

b. Sesudah pandemi (2022-2024), ekonomi menjadi penyebab dominan.

c. Cerai gugat meningkat drastis, menandakan perubahan dinamika

gender dalam hubungan rumah tangga.

Perubahan ini sejalan dengan teori perubahan sosial menurut
William Ogburn, yang menyatakan bahwa perubahan teknologi dan krisis
(seperti pandemi) menyebabkan ketidakseimbangan sosial (cultural lag),

termasuk dalam struktur keluarga.”’

"7 Ogburn, W.F. Social Change with Respect to Culture and Original Nature, New York:
Viking Press, 1922.
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PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab diatas yang telah

penulis uraikan, maka dapat ditarik kesimpulan, yaitu:

1. Penyebab Perceraian Sebelum Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama
Cibinong.
Sebelum pandemi COVID-19, penyebab utama perceraian di Pengadilan
Agama Cibinong antara lain adalah:
a. Perselisihan dan pertengkaran terus-menerus

b. Faktor ekonomi

o

. Kurangnya tanggung jawab dari salah satu pihak

d. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

(¢]

. Campur tangan pihak ketiga, seperti mertua atau keluarga besar
Hal ini menunjukkan bahwa masalah internal dalam rumah tangga
masih menjadi faktor dominan, terutama dari segi psikologis dan finansial.
2. Penyebab Perceraian Setelah Pandemi COVID-19 di Pengadilan Agama
Cibinong
Setelah pandemi COVID-19, penyebab perceraian mengalami
perubahan dan penambahan. Faktor-faktor yang dominan adalah:
a. Tekanan ekonomi akibat kehilangan pekerjaan atau penurunan
pendapatan selama pandemi

b. Ketegangan psikologis karena interaksi intens selama masa karantina

106
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c. Kurangnya komunikasi yang efektif selama masa krisis
d. Meningkatnya kasus kekerasan dalam rumah tangga
e. Perselingkuhan yang terungkap selama masa tinggal di rumah
Pandemi memperparah kondisi rumah tangga yang
sebelumnya sudah tidak harmonis, dan menciptakan dinamika baru dalam
kehidupan suami istri.
3. Perbandingan Penyebab Perceraian Sebelum dan Sesudah Pandemi
COVID-19 Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam

Dalam perspektif hukum Islam, perceraian merupakan
sesuatu yang dibolehkan (mubah) namun sangat tidak disukai oleh Allah
SWT, sebagaimana hadis Nabi SAW: "Perkara halal yang paling dibenci
oleh Allah adalah talak." (HR. Abu Dawud.

Dari hasil penelitian, perceraian sebelum pandemi lebih
banyak disebabkan oleh faktor-faktor yang telah umum terjadi dalam
kehidupan rumah tangga. Sedangkan setelah pandemi, tekanan sosial,
psikologis, dan ekonomi menjadi pemicu baru. Hukum Islam menekankan
pentingnya musyawarah (syura), sabar, dan penyelesaian secara damai
terlebih dahulu sebelum menjatuhkan talak atau gugat cerai.

Pandemi menunjukkan bahwa kondisi luar seperti krisis
kesehatan dan ekonomi dapat memengaruhi ketahanan keluarga. Islam
mengajarkan bahwa pasangan harus saling menolong dalam kesulitan
(ta'awun), dan menghindari keputusan tergesa-gesa yang dapat berujung

pada perceraian. Oleh karena itu, peningkatan pembinaan keluarga dan
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konseling sangat diperlukan sebagai bentuk implementasi nilai-nilai Islam
dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Saran

Berdasarkan permasalahan dalam penelitian ini, maka
perkenankanlah penulis untuk memberikan saran-saran yang penting

untuk diperhatikan sebagai berikut:

1.  Bagi Pasangan Suami Istri

Disarankan agar lebih memperkuat komunikasi, meningkatkan
kesabaran, serta memupuk nilai-nilai keagamaan dan kepercayaan
satu sama lain dalam menghadapi tekanan hidup, khususnya dalam

situasi darurat seperti pandemi.

2. Bagi Lembaga Pemerintah dan Lembaga Agama:

Diperlukan program pembinaan keluarga secara berkala, baik
pra-nikah maupun pasca-nikah, agar pasangan suami istri memiliki

pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan

3. Bagi Pengadilan Agama:
Perlu memperluas layanan konsultasi dan mediasi, serta
memberikan  edukasi hukum kepada masyarakat untuk
menyelesaikan konflik rumah tangga dengan cara yang bijaksana

sesuai prinsip hukum Islam.
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4. Bagi Peneliti Selanjutnya:
Penelitian ini dapat dikembangkan dengan metode
kualitatif melalui wawancara langsung dengan pihak-pihak yang
bercerai agar memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang

latar belakang perceraian di masa krisis.
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